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PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1.

o

(98}

Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan
gelar akademi (sarjana,magister, dan/atau doktor), baik di Universitas
Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;

Karya tulis ini murnt gagasan, rumusan dan hasil penelitian saya sendiri,
yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim
pembimbing;

Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis
atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas
dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama
pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;

Pernyataan ini saya buat dengan sebenamya dan apabila dikemudian hari
dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dari pernyataan
ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa
pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi

lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan

Shendy Octaviany

B1A015010
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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Berbagilah, karena dengan berbagi tidak akan mengurangi
apa yang kamu punya, karena sebaik-baiknya orang adalah
orang yang bermanfaat bagi orang lain.

Belajarlah menikmati apa yang kamu miliki, itu akan membuat
hidupmu lebih berarti.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

R/
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Kedua orang tuaku, ayah dan ibuku tercinta (Murniwan dan
Parida Listuti), terima kasih atas cinta dan kasih sayang,
dukungan serta doa yang tiada henti hingga saat ini.

Kakak dan adikku, Ary Anggara dan Lingga Arif Jaya, terima
kasih atas dukungan serta doa yang tiada henti hingga saat
ini.

Seluruh keluarga besarku, terimakasih atas dukungan serta
doanya.

Dosen Pembimbing Skripsi ku yaitu Bapak Subanrio,
SH.,M\H dan Bapak Andry Harijanto Hartiman,
S.H.,M_,Si, terima kasih tak terhingga atas bimbingan dan
dukungan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat
terselesikan dengan baik.

Untuk teman SMA-ku Metta Ehda Agusti, Indah Lestari,
Dwi Wahyuni Putri, Maura Madya Ratry yang selalu
memberikan dukungan, doa dan motivasinya.

Untuk sahabat seperjuanganku Novia Chairunisa dan Higmah
Maulidiyah yang selalu memberikan masukkan, nasihat,
dukungan dan semangat serta bantuannya dalam segala hal.
Untuk teman seperjuanganku Titis Wahyu Darriyah, Medli.S,
Feni Marsella, Evi Nursamsiah, Arum Amalia Wulandari,
Wilta Dini Julia Nengsih, Nur Viciania, Syahri Mubarak,
Rizki Akbar.

Almamaterku Universitas Bengkulu.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran AllANTSyang telah
memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pemlalgat menyelesaikan
penulisan skripsi ini dengan juddPelaksanaan Sanksi Adat Menga'em
(Berzina) Menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan
Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara”. Hal ini untuk memenuhi salah satu
syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka nretepe gelar Sarjana
Pendidikan Strata Satu pada Program Studi [Imu HRuleakultas Hukum
Universitas Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis saoanwa banyak
hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan desngkn banyak pihak,
akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, untuk p&nulis menyampaikan
penghargaan dan terima kasih yang sebesar-bedapgda:

1. Bapak Dr.Ridwan Nurazi, S.E.,M.Sc Rektor UniversiBengkulu

2. Bapak Prof.Dr.Herawan Sauni,S.H.,M.S Dekan Fakultdiskum

Universitas Bengkulu

3. Bapak Hamdani Ma’akir,S.H.,M.Hum Ketua Bidang Hukiferdata

dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

4. Ibu Helda Rahmasari, S.H.,M.H Koordinator Progratud8 Iimu

Hukum
5. Bapak Andry Harijanto Hartiman, S.H.,M.Si Dosen Banbing

Akademik
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. Bapak Subanrio, S.H.,M.H selaku Pembimbing | dapdaBaAndry
Harijanto Hartiman, S.H.,M.Si selaku Pembimbing yng telah
berperan aktif memberikan nasihat, masukan kepadalip selama
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ABSTRAK

Pelaksanaan sanksi adatenga’em (Berzina)menurut Hukum Adat
Rejang berupa cuci kampur{¢epung sadei)denda dan hukuman dicambuk
dengan lidi sebanyak 100 buah. Pelaksanaan samdisk@mpung ini merupakan
salah satu kegiatan yang sangat berpengaruh t@rhpealaku masyarakat.
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Untuk menjelaskdan menggambarkan proses
penyelesaian pelanggaran agenga’em (Berzinanenurut Hukum Adat Rejang
di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabup&engkulu Utara. (2) Untuk
menjelaskan dan menggambarkan proses penerapasi sat&t menga’'em
(Berzina) menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karetafeatan Air
Besi Kabupaten Bengkulu Utara. Metode penelitiarbarsifat penelitian hukum
empiris, jenis penelitiannya berupa penelitian dpsk Sumber datanya yaitu
data primer dan sekunder. Hasil penelitian, pelasa sanksi adahenga’em
(Berzina) menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karetafteatan Air
Besi Kabupaten Bengkulu Utara ini yaitu: (1) progesnyelesaian dilakukan
melalui beberapa tahap diantaranya tahap adanyaralajpengaduan, tahap
persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penut{@)gmoses penerapan sanksi
adatmenga’em (Berzinajnenurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet
Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara dergjimksanakannya sanksi
adat berupa cuci kampurftepung sadeiperupa cuci kampun@epung sadei),
denda dan hukuman dicambuk dengan lidi sebanyakbi@® ini maka telah
mengembalikan dan membersihkan desa selain itu fogaberikan pelajaran
kepada pelaku serta warga desa agar tidak melalpetanggaran kesusilaan lagi.

Kata kunci: pelaksanaan sanksi adanga’em (Berzinajan hukum adat rejang

xiii



ABSTRACT

The implementation of the traditional sanction alubiery (menga’em)
according to Rejang Customary Law is in the formvillhge washing (sadei
flour), fines and penalties whipped with 100 sticK$ie implementation of
sanctions for village washing is one of the aaweitthat greatly influences
people's behavior. The purpose sof this studyliT6 explain and describe the
process of resolving violations of the custom ailtedy (menga’em) according to the
Customary Law of Rejang in Tanjung Karet Villag&, Besi District, North Bengkulu
Regency(2) To explain and describe the process of applyuastomary adultery
sanctions (menga’em) according to Customary Lawamejin Tanjung Karet
Village, Air Besi District, North Bengkulu Regenchhis research method is
empirical legal research, the type of research ésdiptive research. The data
sources are primary and secondary daft@he results of the study, the
implementation of customary adultery sanctions (a&m) according to the
Rejang Customary Law in Tanjung Karet Village oftNdBengkulu Regency Iron
Water District are: (1) the settlement process &ried out through several
stages including the report/ complaint stage, pragian stage, implementation
stage, closing stagé2) the process of applying customary adultery sans
(menga’em) according to Rejang Customary Law injdiam Karet Village North
Air District of North Bengkulu Regency by implenmgptraditional sanctions in
the form of village washing (sadei flour) in thenoof village washing (flour
sadei), fines and penalties whipped with sticksnasy as 100 of these fruits have
returned and cleaned the village and also provitessons for the perpetrators
and villagers not to commit decency violations aogen

Keywords: implementation of customary sanctions/ltady (menga’em) and
rejang customary law
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukdemikian bunyi Pasal 1
Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga disatlO November
Tahun 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini ddevay bahwa segala
aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraampeataerintahan
harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Untuk mewujudkan negara hukum salah satunya digenlu
perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur hkdxseigan dan
keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidup&yat melalui
hukum adat. Dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Und2aspr Negara
Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisiomadepanjang

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan maayadak

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yargudidalam
undang-undang’.

Berdasarkan bunyi pasal di atas tercermin bahwafddgdonesia
masih mengakui dan menghormati hukum adat yangphuiudalam
masyarakat. Kehidupan masyarakat Indonesia yanggaer suku dan
budaya, serta adat istiadat yang sangat kentad sidstarikan secara
turun temurun oleh nenek moyang mereka ini lahgyaelatarbelakangi
hukum adat ini tetap hidup dan diterapkan dalanalseaspek kehidupan

manusia.



Hukum adat itu senantiasa tumbuh dari sesuatu kkbothidup
yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yarsglkehannya
merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adaberlaku®
Hukum adat ini masih hidup dan berkembang di dalamsyarakat
Indonesia, khususnya pada masyarakat di desa-dasareha hukum adat.

Hukum adat merupakan bagian dari adat atau adadast maka
dapatlah dikatakan, bahwa hukun adat merupakan rikasik daripada
kesadaran hukum,khususnya pada masyarakat-masydeaigan struktur
sosial dan kebudayaan sederh@ana.

Menurut Tolib Setiady, hukum adat adalah sebagdite

Keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusantispn para

fungsionaris hukum (dalam arti Iluas) yang mempunyai

kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalan
pelaksanaan berlakunya serta-merta dan ditaati atlesgpenuh
hati, hukum adat dalam proses abadi dibentuk daelidara oleh

dan dalam keputusan pemegang kuasa (Penghulu Rdkyat

Rapat)®

Dapat dikatakan bahwa hukum adat adalah hukum ymiadg
tertulis. hukum adat tumbuh dan berkembang sesuangah
perkembangan masyarakat itu sendiri, yang ditaati dilaksanakan
masyarakat untuk mengatur kehidupan dalam bermagtarserta adanya
sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Tata cara pergaulan hidup memberikan petunjuk siapg berhak

memberikan keputusan hukum adat apabila terjadsefisihan ataupun

! Soerojo WignjodipoeroPengantar dan Asas-Asas Hukum Adaf. Toko Gunung
Agung, Jakarta, 1967,him. 76.
2 Soerjono Soekantdbjukum Adat Indonesj@T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015,

him.338.
% Tolib Setiady/ntisari Hukum Adat Indonesjalfabeta, Bandung, 2008, him.11.



bentrokan kepentingan di antara anggota masyar&eterapan sanksi
adat merupakan kewajiban moral yang mencerminkaggle@ian bersalah
dari pihak yang melanggar terhadap masyarakat nmapfhak lain yang

merasa dirugikan. Dalam penerapan hukum adat ségiegah mempunyai
ciri khas atau cara sendiri-sendri sesuai dengamadwukum adat yang
dianutnya, termasuk hukum adat dalam peneraparsiseankadap pelaku
berzina(menga’em).

Perkembangan dan kemajuan modernisasi sekaramgemibawa
pengaruh pada sikap hidup masyarakat yang sudak berdasarkan
agama dan moral, sehingga merusak moral suatu dategsmasuk
pengaruh kemajuan teknologi khususnya internet yadexygan mudah
diakses tanpa pengawasan dan pengendalian dag éowan Sehingga
memberikan dampak yang buruk bagi para remaja d&amdupan
sehari-hari pada masyarakat terutama remajanyaluedebas sehingga
banyak terjadi perbuatan yang dianggap tidak baik.

Aturan hukum dengan kehidupan masyarakat memargasanat
kaitannya, hukum sangat berperan dalam mewujudékhidupan yang
tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang mempang maka peran
hukum dapat dilihat secara lebih konkrit.

Provinsi Bengkulu, merupakan salah satu dari psvidi
Indonesia yang kaya akan suku bangsa dan adadaisti®i Provinsi
Bengkulu dikenal ada beberapa macam suku bangga, sggku bangsa

Rejang, suku bangsa Serawai, suku bangsa Melalu,mngsa Lembak,



dan lain sebagainya. Masing-masing suku bangsaemiliki adat istiadat
sendiri-sendiri, termasuk masalah penyelesaiarks¢mg

Dengan beranekaragamnya suku bangsa yang ada dnd?ro
Bengkulu, maka penulis tertarik untuk mengkaji Baatu suku yaitu suku
Rejang, khususnya Suku Rejang terletak di bagiaaraUtProvinsi
Bengkulu. Adapun yang menjadi objek kajian peraiitpbada masyarakat
suku Rejang adalah mengenai pelaksanaan sanksi radaga’em
(Berzina) dalam kehidupan bermasyarakat.

Di dalam kehidupan interaksi di masyarakat, pelarmgy adat
khususnya di Desa Tanjung Karet merupakan salab sdasa di
Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara yangimanemegang
teguh adat istiadat di dalam penyelesaian sengkitakehidupan
masyarakat, mereka lebih memilih penyelesaian pgkman adat secara
kekeluargaan menurut hukum adat.

Desa Tanjung Karet terletak di Kecamatan Air Beab#paten
Bengkulu Utara ini mayoritas merupakan masyarakatu sRejang.
Masyarakat suku Rejang merupakan salah satu kelompeyarakat yang
masih berpegang teguh pada hukum adat, sepertyehadalam hal
pelanggaran kesusilaan khususmenga’em (Berzina)

Kasus pelanggaran yang terjadi di Desa TanjungtKdeei tahun
2016 sampai dengan tahun 2018 terdapat 10 kasasggeran adat zina

yang terjadi di Desa Tanjung Karet Kecamatan AirsiBKabupaten



Bengkulu Utara, sementara pada tahun 2018 diketsthwa telah terjadi
1 kasus pelanggaranenga’em (Berzinaf .

Masyarakat adat di desa Tanjung Karet memandangvaah
pelanggaran adat yang terjadi di kalangan pemuda:ge desa yaitu
menga’em (Berzina)ini merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela
dan telah mengganggu kedamaian dan ketentramarara&ay desa serta
telah mencoreng nama baik desa. Sehingga agargtarbtersebut tidak
diulangi lagi maka masyarakat desa ingin bahwakpgteelanggaran adat
menga’em (Berzinafliberikan sanksi yang tegas.

Sanksi untuk orang yang melakukan perbuatan befziaaga’em)
menurut Hukum Adat Rejang dalam buku Anok KutaiaRgjMenga’'em
sesamo lokyaitu Laki-laki yang beristeri atau wanita yangrduami,
begitu juga bujang atau gadis, janda atau duda yerlakukan perbuatan
bersetubuh diluar nikah (menga’em), apabila tidak ada yang
menghalang/melarang, maka mereka ini dipaksakarr aganikah,
mencuci desatenepung matahardan membayar denda karena telah
mengotori desa.

Sanksi bagi orang yang melakukan perbuatan berzigaem)
menga’em (Berzina)di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi akan
menerapkan sanksi adat berupa cuci kampuegu(g sadgi dan

pembayaran sejumlah denda serta dicambuk dengagguneskan lidi

* Wawancara dengan Ketua Adat (Ariandi), di DesguranKaret Kecamatan Air Besi
Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 15 September.2018

® Zulman HasanAnok Kutai Rejang Sejarah Adat Budaya Bahasa dasark
Bengkulu, 2015, him. 182.



sebanyak 100 buah terhadap warga masyarakat yangkuken
pelanggaran kesusilaan untuk mengembalikan kesemalnahukum yang
telah dilanggaf.

Dari jumlah kasus pelanggaramenga’em (Berzina)yang terjadi
di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Bengkular® ini hanya
pelanggaran dilakukan oleh bujang dan gadis dannbgdernah terjadi
pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang baik-ld&ki maupun
perempuan yang telah berkeluarga, oleh sebalbménoga’em (Berzina)
yang akan diteliti yakni perbuatan bersetubuh dihikah ataumenga’em
(Berzina) yang dilakukan oleh bujang dan gadis di Desa Tanjdaret
Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.

Pada pelaksanaan penerapan sanksi terhadap pemgadat
menga’em (Berzina)nenurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet
memiliki cara tersendiri. Selain itmenga’em (Berzina)juga dinyatakan
sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang habesi ¢hukuman
yang setimpal agar masyarakat tidak mengulangipgagbuatan tersebut,
karena memberikan dampak yang buruk bagi diri sentiupun orang
lain.

Pelaksanaan sanksi adaenga’em (Berzina)di Desa Tanjung
Karet dilaksanakan oleh fungsionaris adat yangirieddri ketua adat,
sekretaris adat, imam, dan khatib. Selain pemuké& pelaksanaan sanksi

adat menga’em (Berzina) di Desa Tanjung Karet juga dihadiri oleh

® Ibid.
" Ibid.



sekretaris desa, ketua Badan Permusyawaratan B€43) (serta tokoh
masyarakat yang diwakilkan oleh para sesepuh desa.

Dalam konsep masyarakat Adat Rejang di Desa Tarlfianet ini,
biasanya terhadap pelakienga’em (Berzinagikenakan sanksi adat cuci
kampung {epung sad@j pembayaran sejumalah denda dan dicambuk 100
buah menggunakan lidi. Cuci kamputegpung sademerupakan hukuman
atau suatu perbuatan pelanggaran hukum adat oletusiea yang
menyebabkan keseimbangan di dalam masyarakat ggngan

Sanksi hukum adat terhadap pelakenga’em (Berzina)berupa
cuci kampung, denda sejumlah uang dan dicambuk guedan lidi
sebanyak 100 buah. Di dalam masyarakat Rejang Eik#mal dengan
istilah tepung sadeiyang berarti membersihkan desa. Cuci kampung
(tepung sadei)ni diterapkan dalam masyarakat desauk memberikan
sanksi dan efek jera bagi pelaku pelanggaran memgéBerzina). Selain
itu, agar masyarakat tidak mengulangi lagi perbuatasebut, karena
memberikan dampak yang buruk bagi diri sendiri mewprang lain.
Hubungan yang bebas dan segala bentuknya merup&kboatan yang
sangat dilarang dalam hukum agama.

Pelaksanaan cuci kampuftgpung sadg¢idi Desa Tanjung Karet
dilakukan di salah satu rumah pelakoenga’em (Berzina) untuk
melakukan beberapa proses penyelesaian pelanggai@nmenga’em
(Berzina). Proses penyelesaian ini dilakukan dengan bebeeaggkaian

kegiatan itu yaitu dilakukan dengan beberapa tahaplai dari adanya



laporan pengaduan, tahap persiapan, tahap pelaksadan tahap
penutupan.

Dengan diketahui bahwa sanksi atau hukuman terhadap
pelanggaraimenga’em (Berzina)di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air
Besi Kabupaten Bengkulu Utab@rupa cuci kampun@epung sadeiyang
diterapkan kepada para pelaku dilakukan denganagaertiahapan, serta
sanksi yang diterapkan kepada para pelaku pelamggedatmenga’em
(Berzina) di Desa Tanjung Karet ini terbilang cukup langkaim garang
dilakukan pada zaman sekarang ini. Maka penuligarter untuk
melakukan penelitian yang berjudulPelaksanaan Sanksi Adat
Menga’'em (Berzina) Menurut Hukum Adat Rejang Di Desa Tanjung

Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.

. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latakbeh maka
yang menjadi pokok bahasan atau permasalahan dadamelitian ini
adalah:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian pelanggaran adaiga’em
(Berzina) menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet
Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara ?

2. Bagaimanakah proses penerapan sanksi adetga’em (Berzina)
menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karetateatan Air

Besi Kabupaten Bengkulu Utara ?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dilakukan penelitian dengan judull&Rganaan

Sanksi AdatMenga’em (Berzina)Menurut Hukum Adat Rejang Di

Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi KabupaterngBeln Utara”

adalah sebagai berikut:

a. Untuk menjelaskan dan menggambarkan proses penigies
pelanggaran adamenga’em (Berzina) menurut Hukum Adat
Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi ufsiten
Bengkulu Utara.

b. Untuk menjelaskan dan menggambarkan proses pemesapksi
adatmenga’em (Berzina)menurut Hukum Adat Rejang di Desa
Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkithra.

2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat utama dilakukan penelitian dengadulju

“Pelaksanaan Sanksi Adaflenga’em (Berzina) Menurut Hukum

Adat Rejang Di Desa Tanjung Karet Kecamatan Airi B&bupaten

Bengkulu Utara’adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konsibsebagai
bahan informasi bagi perkembangan ilmu pengetalaidndang

hukum, khususnya Hukum Adat Rejang mengenai proses
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pelaksanaan sanksi adaienga’em (Berzina)di Desa Tanjung
Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.
b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memlzariknasukan

terhadap semua pihak dan bermanfaat bagi kalangdmasiswa,

dan para peneliti yang ingin mengetahui lebih jeritang proses
pelaksanaan sanksi adatenga’em (Berzina) menurut Hukum

Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air iBes

Kabupaten Bengkulu Utara.

D. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman,sodéngsa,
ras, budaya dan bahasa daerah. Di mana setiafbanigsa memiliki adat
istiadat yang berbeda-beda di dalam kehidupan Issfamakat. Dari kaca
mata Indonesia hukum adat yang merupakan hukunatrdkgionesia itu
sudah tua sama tuanya dengan rakyat Indonesighidgga dewasa ini ia
masih tetap berlaku di kalangan masyarakat, selbmgdai asli bangsa
(rakyat) Indonesi&.

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istitahsyarakat
tradisional” atauhe indegenous peop(enggris), dalam kehidupan sehari-
hari lebih sering dan lebih populer disebut dengditah” masyarakat
adat”. Beberapa pakar hukum membedakan istilah anakgt hukum adat

dengan masyarakat adat. Perbedaan itu ada yandatmgtk bahwa

 Hilman Hadikusuma,Pengantar Antropologi HukumPT. Citra Aditya Baki,
Bandung, 1992, him.20.
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“masyarakat hukum adat” merupakan terjemahan dastilah
adatrechtsgemeenschapedangkan “masyarakat hukum” terjemahan dai
kataindigenous peopléahasa Inggris).

Masyarakat hukum adat adalah suatu masyarakat alerasuatu
bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya Higugama untuk
jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasikeirudayaan.
Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yangagiempdah dari pola-
pola interaksi sosial atau hubungan inter-persor@alpun hubungan antar
kelompok sosiat’

Masyarakat  senantiasa mengalami  perubahan-perubahan
Perbedaan hanya terdapat pada sifat atau tingkalbg®an itu. Perubahan
dapat kentara dan menonjol atau tidak; dapat cetzat lambat; dapat
menyangkut soal-soal yang fundamental bagi masgarb&rsangkutan
atau hanya perubahan yang kecil saja. Namun bagapoa sifat dan
tingkat perubahan itu, masyarakat senantiasa mamgaa’*

Pembentukan masyarakat hukum adat disebabkan kadamaya
faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggoésyearakat hukum
adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk malsgadaukum adat
secara teoritis adalah faktor Geneaogis (keturudan) faktor Teritorial

(wilayah)*?

® Djamanat Samositiukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamik&&abangan
Hukum di IndonesiaCV. Nuansa Aulia, Bandung, 2013, him.43.

1% 5perjono Soekantop.cit, him.90.

" satjipto RahardjoHukum dan Masyarakafngkasa, Bandung, 1980, him.95.

12 catharina Dewi WulansarHukum Adat indonesia Suatu PengantBil. Refika
Aditama, Bandung, 2010, him.25.
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Adapun unsur-unsur dari masyarakat hukum adat €getsan
hukum) adalah sebagai berikut:

a. Kesatuan manusia yang teratur,

b. Menetap di suatu daerah tertentu,

c. Mempunyai penguasa-penguasa, dan

d. Mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidakbjerd **

Di mana para anggota kesatuan masing-masing memgala
kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wagaurat kodrat alam
dan tidak seorangpun diantara para anggota itu meyap pikiran atau
kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang teiatbuh itu atau
meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dataikatu untuk selama-
lamanya.

Di dalam masyarakat adat dikenakan istilah pelaraggadat atau
delik adat yaitu semua perbuatan atau kejadian pangntangan dengan
kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, remailaa, dan kesadaran
hukum masyarakat yang bersangkutan, baik hal itbya¢an seseorang
maupun perbuatan penguasa adat setdiri.

Hukum adat tidak mengenal sistem pelanggaran asbuptan
kejahatan yang telah ditetapkan lebih dulu, unilkkrthkan hukuman atau
tindakan balasan atau perbuatan pengembalian Kesegan-> Menurut

pendapat Hilman Hadikusuma yang menyatakan bahwa:

Baik kejahatan ataupun pelanggaran kesemuanya hadala
“kesalahan” dan barang siapa melakukan kesalahang ya

18 Bushar Muhammadisas-Asas Hukum Adat Suatu Pengardr. Pradnya Paramita,
Jakarta, 2002, him.21.

 Hilman HadikusumaHukum Pidana AdaPT. Alumni, Bandung, 1989, him.10.

15 Bushar MuhammadPokok-Pokok Hukum Ada®T.Pradnya Paramita, Jakarta, 2006,
him. 62.



13

menyebabkan keganjilan dan mengganggu keseimbangan
masyarakat maka kesalahan itu harus diselesaikaerpaiki, atau
dihukum. Begitu pula di dalam hukum pidana adatkicda
ditekankan perbuatan kesalahan itu pada adanya kesengajaan
atau karena kurang hati-hati, melainkan yang pegntrahwa
kesalahan itu sudah terjddi.

Jadi dengan demikian pengertian pelanggaran mehukuim adat
yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengatupesn adat.

Delik adat adalah segala perbuatan yang bertentadgagan
peraturan adat merupakan perbuatan ilegal dan hakiahmengenal pula
ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum,kgi hukum itu
dilanggar’

Menurut Soerojo Wignjodipoero delik adat merupaksunatu
tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan Wepayang hidup
dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggkeigatraman
serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutaa guemulinkan
kembali ketentraman dan keseimbangan itu, makadiergaksi-reaksi
adat’® Reaksi-reaksi adat ini merupakan tindakan-tindakgang
bermaksud mengembalikan ketentraman yang diganggunteniadakan
atau menetralisasikan suatu keadaan yang timbhl salatu pelanggaran
adat.

Salah satu bentuk pelanggaran adat yang seringdiedqi

lingkungan masyarakat yakni perzinabfenga’em(Berzina) merupakan

suatu perbuatan yang bertentangan dengan norman@mg telah ada di

%8 Hilman Hadikusuma, pp.cit, him.27.

w R.SoepomoBab-Bab Tentang Hukum Ad&T. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993,
him.108.

8 Soerojo Wignjodipoeroop.cit.,him. 228.
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Indonesia salah satunya hukum adat. Hukum adatirsendmpunyai
sanksi terhadap pelanggar perzinaan, bentuk saefssbut tergantung
masing-masing norma adat.

Zina merupakan persetubuhabadu’an) yang dilakukan oleh
seorang laki-laki dan perempuan baik mereka yanigateperkawinan
maupun yang belum terikat perkawinan dengan ldkidtau perempuan
lain. Zina adalah hubungan kelamin antara seoraaig-ldki dan
perempuan di luar nikah. Menurut pendapat Hanafgiah adalah nama
bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemalusegrang
perempuan yang masih hidup dalam keadaaan ikhéapd paksaan) di
dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orarapgr kepadanya

berlaku hukum islam, dan wanita tersebut bukankmyk dan tidak ada

syubhat dalam milikny&® Adapun pandangan masyarakat adat tentang

zina adalah:

1. Berzina sampai hamil yaitu seseorang melakukan rydou
suami isteri sampai hamil padahal mereka tidakkaéri
perkawinan yang sah.

2. Kesalahan hamil gelap yaitu seseorang yang haaullainting
tanpa tau siapa yang melakukannya.

3. Berzina dengan anggota keluarga yaitu perbuataam yamg
dilakukan dengan salah seorang anggota keluargsaliya
ayah, kakak, atau adik.

4. Berzina dengan isteri atau suami orang Yyaitu mékaku
persetubuhan dengan wanita atau laki-laki yang tuka
muhrimnya?

1% Ahmad Wardi MuslichHukum Pidana IslanSinar Grafika, Jakarta, 2005, HIm.7.
2 Hilman Hadikusumagp.cit, him.89.
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Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka @etugikum
(kepala adat dan sebagainya) mengambil tindakankrikorguna
membetulkan hukum yang dilanggar itu.

Proses penyelesaian sengketa mediasi biasanyag séafi
digunakan dalam konflik yang terjadi dalam ruamghkup hukum adat.
Mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengarbatieln campur
tangan pihak ketiga untuk membantu para pihak yaegsengketa
mencapai kesepakatan.

Dalam suatu penyelesaian sengketa di luar PengadA®R)
perdamaian adat adalah penyelesaian paling diuamabrimer).?
Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanyaawasyh dan
mufakat, baik dalam keluarga, hubungan kekerabakatetanggaan,
melalui suatu pekerjaan maupun dalam mengakhirempesn, apalagi
yang bersifat “peradilan” dalam menyelesaikan pisiban antara yang
satu dan yang lainnya, diutamakan jalan penyelesggasecara rukun dan
damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan sakngaafkan tidak
begitu saja terburu-buru pertikaian itu langsurigadia atau disampaikan
ke pengadilan negafa.

Di dalam hukum adat apabila masyarakat akan meikartius
sesuatu melalui musyawarah dan mufakat adalahnydanPrinsipnya,

setiap keputusan yang menyangkut kepentingan dyangak dapat diuji

I R.Soepomoaloc.cit.

2 Andry Harijanto HartimanAlternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Persibekt
Antropologi HukumLemlit Unib Press, Bengkulu, 2002, him.7.

Z Catharina Dewi Wulansamp.cit, him.21.
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kebenarannya dan bebas menurut hukuman yang menkarmmasas
keadilan dan kepatutan. Agar pemimpin adatnya tida&kilangan

kepercayaan dari masyarakat, maka seorang pempepiiasa yang adil
dan patut atau pantas dalam memutuskan disebudiam édat’

Pelanggaran norma adat Rejang pada umumnya dilaldesagan
perdamaian. Proses perdamaian tersebut melib&tkanyang dilakukan
secara bertahap dengan prosedur tertentu. Kesaturptoses ini bagi
pelaku sebenarnya merupakan “hukuman” yang menkahulasa malu
bagi pelaku. Di lain pihak warga kutei lainnya masisperdamaian ini
menjadi pelajaran untuk tidak melanggar norma auat.

Dalam Hukum Adat Rejang prosedur yang digunakamladam
menyelesaikan pelanggaran norma adat Rejang dapagi ddalam
beberapa tahap, yaitu penyelesaian ditingkat kgiyadan penyelesaian
melalui musyawarah adat kutei yang dipimpin ole&i-tuei kutei yang
kemudian dilakukan oleh kepala desainde/Depal. Prosedur
penyelesaian dilakukan beberapa tahap sejak teymgielanggaran norma
adat hingga tercapainya perdaméian.

Tuei Kutei adalah kepala suku, yang dalam tingkat pertalian
darahnya adalah yang paling dekat dengemyusukyang paling pertama,

datang membuka tempat itu dahulu. Sepanjang ingatamusia, mereka

%A, Suriyaman Mustari Pideiilukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan DatgangT.
Kencana, Jakarta, 2014, him.88.
% Andry Harijanto Hartiman et al), Bahan Ajar Hukum AdatFakultas Hukum,
Universitazs6 Bengkulu, Bengkulu, 2007, him. 155.
Ibid.
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telah mengenal pranata kepala dusun, yang mulamsebut Depati
kemudianProatin, Baginda, GindatauGindo.?’

Sanksi cuci kampung€gpung sad@imerupakan suatu bentuk adat
yang dikenakan terhadap orang yang dianggap telalanggar suatu
aturan adat yang berlaku di lingkungan masyarakatg menyebabkan
terganggunya keseimbangan di dalam masyarakattspedyuatan asusila
perzinaan dan hamil tanpa ikatan pernikahan di Dasgung Karet.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk memulihkaeik#angan
hukum, para fungsionaris adat Desa Tanjung kaaktnd menyelesaikan
pelanggaran norma adat Rejangnga’em (Berzina)pelaku pelanggaran
diberikan hukuman atau sanksi adat dengan beberagakan yaitu
berupa cuci kampunf@iepung sadeifan denda adat serta dicambuk 100
buahmenggunakan lidbelain berperan untuk memulihkan keseimbangan
hukum penerapan sanksi adat tersebut diharapkeat degmberikan efek
jera bagi pelaku pelanggaran norma adat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang daakuk
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkuhigrnet dan
Universitas lain, diketahui dari hasil-hasil petaii yang telah dilakukan
maka belum ada penelitian yang menyangkut masdRétaksanaan
Sanksi AdatMenga’em (Berzina)Menurut Hukum Adat Rejang di Desa

Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkithra”.

27 Hagzairin, “Rejang : Tata Susunan Penduduknya, Hukum KekesmatHukum
Perkawianan dan Hukum Pewarisannyderj. Firdaus Burhan, 1982, him. 35.
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Adapun judul skripsi yang memiliki sedikit kesamaansur

judul

yang ditemukan di

Universitas Bengkulu adalah sebagai berikut:

Perpustakaan Fakulidukum

No | Nama Judul Permasalahan Hasil
1. | Senang Pelaksanaan| 1. Bagaimana . Bahwa proses
Jayanti Sanksi Proses penyelesaian
(Mahasiswa| Keputusan Pelaksanaan Pelaksanaan
Fakultas Adat Dendo Sanksi Sanksi
Hukum Gitei Rugai Keputusan Keputusan
Universitas | (Denda Gant Adat Dendo, Adat Dendo
Bengkulu, | Rugi) Gitei Rugai| Gitei Rugai
Tahun Terhadap (Denda Gant| (Denda Gant
2016) Perusakan Rugi) Terhadap Rugi)
Kebun Oleh Perusakan Terhadap
Hewan Kebun  Olehl Perusakan
Ternak Hewan Ternak Kebun Oleh
Menurut Menurut Hewan
Hukum Adat Hukum  Adat| Ternak
Rejang di Rejang di Desa didasarkan
Desa Aturarn Aturan Mumpo| laporan
Mumpo Kecamatan masyarakat
Kecamatan Pematang Tiga terjadinya
Pematang Kabupaten pelanggaran
Tiga Bengkulu adat.
Kabupaten Tengah? Kemudian
Bengkulu . Apa Yang| Ketua  adal
Tengah Menjadi Faktor mengadakan
Penghambat sidang adat.
Pelaksanaan 2. Faktor
Sanksi penghambat

Keputusan
Adat  Dendo
Gitei Rugai

(Denda Gant
Rugi) Terhadag
Perusakan
Kebun Oleh
Hewan Ternak
Menurut
Hukum  Adat
Rejang di Desz

=

Aturan Mumpo

Pelaksanaan
Sanksi
Keputusan
Adat Dendo
Gitei Rugai
kurangnya
efsiensi dar
masyarakat
yang
bersangkutan
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Kecamatan
Pematang Tiga
Kabupaten
Bengkulu
Tengah
Redo Pelaksanaan| 1. Bagaimana 1.Bahwa proses
Janpahleno | sanksiMupak Proses pelaksanaan
(Mahasiswa| Asen (Kawin Pelaksanaan sanskiMupak
Fakultas Paksa) sanksi Mupak, Asen kawin
Hukum Menurut Asen (kawin| paksa) dalam
Universitas | Hukum Adat paksa dalam Hukum Adat
Bengkulu, | Rejang Di Hukum Adat| Rejang di
Tahun Kecamatan Rejang di Kecamatan
2014) Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai
Kabupaten Tebat Karai Kabupaten
Kepahiang Kabupaten Kepahiang,
Kepahiang? ini  diawali
. Apakah sanksi dengan
Mupak Asen proses
sesuai dengan pengaduan
rasa keadilan dari
masyarakat masyarakat
saat ini? desa
3. Apakah sanksj setempat,

Mupak  Asen
dalam hukum
adat bisa
sinergi dengar
hukum pidana?

2. Bahwa

3.Bahwa sanksj

yang ditindak|
lanjuti  oleh
kepala des:
dan

penyelesaian
Mupak Aser
ini  melalui
lembaga adat
desa yakn
Jenang Kutei

5

sanksiMupak
Asen sesual
dengan rasa
keadilan

masyarakat
setempat.

Mupak Aser
dalam hukum
adat bisa
sinergi
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dengan
hukum
pidana.
Penelitian skripsi dengan judul “Pelaksanaan Sankslat

Menga’'em (Berzina) Menurut Hukum Adat Rejang Di Desa Tanjung
Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utard&éngan
identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian pelanggaran adat
Menga'em (Berzina) menurut Hukum Adat Rejang di Desa
Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu
Utara?

2. Bagaimanakah proses penerapan sanksi ddahga’em
(Berzina) menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet
Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara?

Penelitian ini menunggunakan metode penelitian yhegsifat
penelitian hukum empiris, jenis penelitiannya berpenelitian deskriptif
yaitu mendiskripsikan proses penyelesaian pelaaggadatmenga’em
(Berzina) menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet
Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara damsgsopenerapan
sanksi adatnenga’em (Berzina)menurut Hukum Adat Rejang di Desa
Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkithra.

Adapun hasil penelitian ini yaitu bahwa Pelaksansanksi adat
menga’em (Berzinajnenurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet

Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara infwai
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1. Proses penyelesaian pelanggaran acd@nga’em (Berzina)
menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karetageatan

Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara melalui beberaplap

diantaranya:

a. Tahap Pertama, adanya laporan/pengaduan oleh ¢galuar
pelaku kepada kepala desa bahwa telah terjadi gggaan
adatmenga’em (Berzina) .

b. Tahap kedua yaitu persiapan sidang adat yaknimd&lhap
ini tahap musyawarah adat ini dilaksanakan di kadasa,
pada tahap ini dijelaskan duduk permasalahan o&thak
adat, pengakuan dari pelaku dan penjatuhan samleti a
terhadap para pelaku serta penentuan waktu danatemp
dilaksanakannya sidang adat.

c. Tahap ketiga pelaksanaaan sidang adat pada tahap in
dilaksanakan di rumah pelakmenga’em (Berzina)pada
tahap ini dimulai dari adanya kata sambutan dati&keadat,
pembacaan kitab suci Al-Quran kemudian mendengarkan
ceramah dilanjutkan dengan permintaan maaf secsan |
oleh pelaku serta pencambukkan oleh ketua adatdkepa
pelaku.

d. Tahap keempat penutupan, pada tahap ini adanya
pembacaan doa selamatan kemudian dilanjutkan dengan

makan bersama daging kambing yang dimasak dalatnlben
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gulai kambing(klio). Setelah selesai makan bersama, ketua
adat menutup acara pelaksanaan cuci kamp(egung
sadei)tersebut dengan membaca lafadz hamdalah.

2. Proses penerapan sanksi adanga’em (Berzina) menurut
Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet KecamatauBAsi
Kabupaten Bengkulu Utara vyaitu bahwa hasil sidang
musyawarah adat maka akan dilaksanakan sanksikegatia
pelaku perzinaan berupa cuci kampufgpung sadei)yaitu
berupa pemotongan seekor kambing, denda sejumialy ua
sebesar Rp.240.000,00 serta pencambukan kepadpglaka
oleh ketua adat menggunakan lidi sebanyak 100 buah.
Pelaksanaan sanksi adat berupa cuci kamftepgng sadeini
maka telah mengembalikan dan membersihkan desin siela
juga memberikan pelajaran kepada pelaku serta whagm agar
tidak melakukan pelanggaran kesusilaan lagi. Pelaku
pelanggaran adatenga’em (Berzinakhususnya pelaku bujang
dan gadis, selain harus melakukan cuci kamgtemung sadej)
denda sejumlah uang dan pencambukkan, para pelaja |
wajib dinikahkan untuk mencegah hal-hal buruk yaaign
terjadi dikemudian hari. Bagi orang yang telah hatb
menga’em (Berzina)namun mereka tidak mau melaksanakan
hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim desa, nuakag

tersebut akan diberikan hukum adat “kucea” atawdlikan
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atau dikeluarkan dari desa. Kalau orang ini jugiaki mau
pergi/ke luar dari desanya, maka masyarakat tidgk peduli
terhadap orang tersebut hal baik atau buruk (mhbyilyang
dialami orang tersebut masyarakat tidak boleh metoba
kecuali kalau ada anggota keluarganya meninggabdumaka
masyarakat tetap melaksanakan wajib kifayah.
Sehingga dalam hal ini proposal penelitian sknipsrupakan hasil
karya orisinil dari ruang lingkup materi maupundskpenelitian.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah pameliukum
empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikepkan sebagai
suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam ketsid nyata,
hukum secara empiris merupakan gejala masyafakBenelitian
hukum vyang dilakukan dengan cara menggambarkan atau
mendeskripsikan suatu fenomena hukum secara rkmmudian
mencari hubungan sebab akibat dari suatu fenomanarhtersebut.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empids
sosiologis, menurut Soetandyo Wignyosoebroto, ped@an jenis
penelitian dengan pendekatann doktrinal yaitu penelitian berupa

studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori gemai proses

% |skandar, €t al), Panduan penulisan tugas akhir untuk sarjana Huk8t), Fakultas
Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2018, hli. 4
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terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukumalaid
masyarakat atau sering disebut dengmsio legal researcf?

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang ubaha
mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadiangyterjadi untuk
menjelaskan proses pelaksanaan sanksi awEiga’em (Berzina)
menurut Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karetageatan Air
Besi Kabupaten Bengkulu Utara.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung &tar
Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara dengertimbangan
bahwa di Desa tersebut sering terjadi pelanggadan serta pelaku
diberikan sanksimenurut Hukum Adat Rejang, di mana di desa
tersebut mayoritas penduduknya merupakan masydRalang.

4. Data dan Sumber Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang bersumber dari pemelit
lapangan yaitu data yardiperoleh langsung dari sumber pertama
di lapangan baik dari responden maupun inforflamalam
penelitian data primer diperoleh secara langsung idéorman

melalui penelitian langsung (wawancara) di lokasigditian.

2 |bid, him.41.
%0 |pid, him.44.
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b. Data Sekunder
Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan derugaa
menelaah buku-buku, peraturan-peraturan yang beriyamn
dengan objek penelitian skripsi ini dengan bahamhbani, dapat
menghimpun berbagai pemikiran dan hasil penyelii#tari para
ahli yang dapat dipergunakan. Data ini dapat diganauntuk
mendukung data primer.
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara merupakan metode pengumpulan data untuk
mendapatkan informasi secara verbal. Teknik dilakukdengan
cara mengajukan pertanyaan kepada informan untukdapat
jawaban sesuai dengan kebutuhan permasalahantpendlntuk
memperoleh data yang memiliki nilai validitas deeabilitas,
peneliti dapat menggunakan pedoman wawancara gtade
interview®* Dalam proses wawancara ini disusun beberapa
pertanyaan pokok yang tertulis, yang berfungsi gabpedoman
dan pertanyaan berikutnya didasarkan pada jawabforman
terhadap pertanyaan sebelumnya.
b. Studi Dokumen
Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yan

dilakukan pada awal setiap penelitian hukum, badngttian

% bid, him.44.
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hukum normatif maupun empiris. Studi dokumen dileku
terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengaragaahan
penelitian®?

Dalam hal ini, peneliti mempelajari dan mengumpunlka
buku-buku, literatur, jurnal, asas-asas hukum dendppat ahli
yang berkaitan dengan hukum adat, delik adat dakutduAdat
Rejang, kebudayaan Rejang.

c. Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, penentuan informan ditentukan
sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan laamaereka
memiliki pengalaman hidup dan pengetahuan yanggukemadai
berkaitan dengan struktur sosial dan organisaglsesstem nilai-
nilai budaya, norma-norma hukum adat dan pranateui®®
Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang dijadikéorman
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ariandi Ketua Adat Tuai Adat)Desa Tanjung Karet Kecamatan
Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Darmo Sekretaris AdgKemin)Desa Tanjung Karet Kecamatan
Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.

3. Hamidi Imam masjid Desa Tanjung Karet KecamatanBési

Kabupaten Bengkulu Utara.

% |bid, him.32.
% Andry Harijanto HartimanAntropologi Hukum Studi Kasus di BengkulDentre
Press, 2017, him.83.
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4. Sudirman Khatib Desa Tanjung Karet Kecamatan AisiBe
Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Sahri Tokoh Masyarakat (sesepuh) Desa Tanjung Karet
Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.
6. Pengolahan Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun dekarsler
terlebih dahulu diedit dan diberi kode untuk meratkgn data yang
sempurna, lengkap dan valid. Editing data yaitu erdma atau
meneliti data yang telah diperoleh untuk menjanpakah sudah dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyafaan.

Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu akeremilin
data yang diperoleh dari penelitian, kemudian datsebut diedit dan
diberi kode agar jelas dan sempurna.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakarisisalata
kualitatif yaitu dengan menguraikan data dalam udeh&limat yang
baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan dibieiraerpretasi)>
Pengolahan data dilakukan dalam bentuk kata-ksda &glimat.
Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnygasdn secara
sistematis, sehingga dapat menjawab permasalalan ada dalam

bentuk skripsi.

% Merry Yono,Bahan ajar Metodologi Penelitian HukuyRakultas Hukum Universitas
Bengkulu, Bengkulu, 2008, him.42.
% |skandar, €t al), op.cit, him.47.
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KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Hukum Adat
1. Pengertian Adat

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadihy&um
itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhakal pikiran dan
perilaku. Perilaku yang terus meneru dilakukan peTgan
menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiaspabadi itu ditiru
orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaamgaita*°

Lambat laun di antara orang yang satu dan orang kan di
dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakbradean itu.
Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat medakyderilaku
kebiasaan tadi, maka lambat laut kebiasaan itu adefpdat” dari
masyarakat itu. Adat adalah kebiasaan masyarakat.

“Adah” atau “Adat” artinya “kebiasaan” yaitu peiia
masyarakat yang selalu dan senantiasa terjadi ldmd&ehidupan
masyarakat sehari-h&fi.Menurut Hazairin dalam buku A. Suriyaman
Mustari Pide tentang Hukum Adat Dahuku Kini de&kan Datang
menyatakan bahwa adat adalah :

Endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidkdt a
berupa kaidah kesusilaan yang kebenarannya telaidapat

% Tolib Setiadyop.cit., him. 1.
7 | bid.
%8 |bid, him.5.
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pengakuan umum dalam masyarakat, yang dibuktikagade

kepatuhannya terhadap kaidah tersébut.

Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepaibad
suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaaraagnym bangsa
yang bersangkutan dari abad- ke affad.

Hukum Adat

Istilah hukum adat adalah merupakan terjemahan istiieh
(bahasa) Belanda Atlat-Recht yang untuk pertama Kkalinya
dikemukakan oleh Cristian Snouck Hurgronje (namsaslmunya H.
Abdul Ghaffar) di dalam bukunya yang berjudDle’ Atjehers. Istilah
ini kemudian menjadi lebih terkenal sejak digunakdmsh Cornelis
Van Vollenhoven dalam tiga jilid bukunya yang bdgluHet Adat-
Recht Van Nederlandsch Indidukum Adat Hindia Belanda}.

Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mefugen
substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai ciptsa, dan rasa
manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dariatesan atas
kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup sexdiraan beradab
sebagai aktualisasi peradaban mantfsia.

Menurut Cornelis Van Vollenhoven dalam buku Toliti&dy
tentang Intisari Hukum Adat Indonesia menyatakamizahukum adat
adalah :

Aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang yribdan
orang-orang Timur Asing yang satu pihak mempungaksi

% A. Suriyaman Mustari Pidep.cit, him.6.
“0 Soerojo Wignjodipoeraop.cit.,him.13.

“> Catharina Dewi Wulansamp.cit, him.2.
42 Djamanat Samosir,op.cit, 2013, him.2.
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(maka dikatakan sebagai hukum) dan di lain pihdbki

dikodifikasikan (maka dikatakan adat).

Menurut B. Ter Haar Bzn dalam buku Catharina Dewi
Wulansari tentang Hukum Adat Indonesia (Suatu Peagp
menyatakan bahwa hukum adat adalah:

Keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusaotikepn

para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang nfikimi

kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksaysaa
berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenufi‘hati

A. Suriyaman Mustari Pide menyatakan bahwa hukuat ial
merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) kidup dalam
masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziyang
mempunyai akibat huku.

Hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulisagya
memberi pedoman kepada sebagian besar orang Inaodaim
kehidupan sehari-hari, hubungan antara satu deniagamya baik di
desa maupun di kof4.

Soerojo Wignjodipoero menyatakan bahwa hukum adialbéa
suatu kompleks norma-norma yang bersumber padagser&eadilan

rakyat yang selalu berkembang serta meliputi pematperaturan

tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hdandanasyarakat,

“ Tolib Setiadyop.cit., him. 9.

“ Catharina Dewi Wulansamp.cit, him.4.

“> A. Suriyaman Mustari Pidep.cit, him.5.

“ Iman Sudiyat,Asas-Asas Hukum Adat Bekal Penganthiberty Yogyakarta,
Yogyakarta, 2008, him.5.
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sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dihormati oleh
rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sariksi).
Soepomo dalam bukunya Bab-bab tentang Hukum Adat
menyatakan bahwa:
Hukum adat adalah hukumon-statutairyang sebagian kecil
hukum besar, hukum adat itu pun melingkupi hukumgya
berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia
memutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada
kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suaturhufang
hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yaaig whari
rakyat. Sesuai dengan istilahnya sendiri, hukumt aelas-
menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang deigerdi
itu sendiri®
Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Tolib Setiady
Tentang Intisari Hukum Adat Indonesia menyatakahwaa hukum
adat adalah:
Hukum Adat pada hakikatnya merupakan hukum kebmsaa
artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akiblarh.
Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan menupaka
hukum adat adalah perbuatan yang diulang-ulangndala
bentuk yang sam@.
. Unsur-Unsur Hukum Adat
Dalam pembentukan hukum adat, jelas didukung oteum
unsur hukun adat itu sendiri. Unsur-unsur hukunseteut adalah
sebagai berikut:

a. Unsur Kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yamm lalu

diindahkan oleh rakyat.

" Soerojo Wignjodipoerap.cit, him.16.
“8 R.Soepomo,op.cit, him.3.
* Tolib Setiadyop.cit., him. 22.
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b. Unsur Psikologis, bahwa terdapat adanya keyakirsata pakyat,
bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum.

Unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban nuku
(opinio yuris necessitafis®

Dengan sifatnya yang tidak tertulis, hukum adat fikim
peraturan hidup yang meskipun tidak diterapkannddlakum formal
tetapi ia tetap menjadi hukum yang ditaati dan klichg oleh rakyat
dengan segenap keyakinan mereka bahwasannya perdagrsebut
memiliki kekuatan hukum.

Unsur-unsur dalam hukum adat dapat diuraikan seébaga
berikut:
Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terusemesn
Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratu
Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku
tersebut.
Adanya keputusan kepala adat.
Adanya akibat hukum/sanksi.

Tidak tertulis.
Ditaati karena kepatutan dan kewibawaaritya.

oo

@™o

4. Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah
“masyarakat tradisional” atatlne indegenous peoplénggris), dalam
kehidupan sehari-hari lebih sering dan lebih papdisebut dengan
istilah” masyarakat adat”. Beberapa pakar hukum begtakan istilah

masyarakat hukum adat dengan masyarakat adat.d@arbéu ada

%0 Soerojo Wignjodipoerap.cit, him.18.
5L A. Suriyaman Mustari Pidep.cit, him.8.
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yang melihatnya bahwa “masyarakat hukum adat’” nad@ip
terjemahan dari istilah adatrechtsgemeenschap sedangkan
“masyarakat hukum” terjemahan dai kataigenous peoplébahasa
Inggris)>?

Masyarakat hukum adat adalah suatu masyarakat aleap
suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-wardadyp bersama
untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga mesilfha
kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sisten, @sig menjadi
wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubunger-personal
maupun hubungan antar kelompok so%fal.

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan beysama
warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktg gakup lama,
sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat nmempauatu
sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pdleraksi sosial atau
hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelbsgpsial*

Menurut Hazairin dalam buku Soerjono Soekanto tenta
Hukum Adat Indonesia menyatakan bahwa masyarakiatnhuadat
adalah:

Masyarakat-masyarakat Hukum Adat seperti desa wia,Ja

marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabata Idi

Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatua

kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-

kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu memyai
kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatu&origan

%2 Djamanat Samosinp.cit, him.43.

%3 Soerjono Soekantop.cit, him.90.

54 Soerjono Soekanto dan Soleman b. Tandkokum Adat IndonesjaRajawali,
Jakarta, 1990, him. 106.
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hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dangaisdraua
anggotanya’

Mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis
pembentukannya disebabkan karena adanya faktomanikat@ang
mengikat masing-masing anggota masyarakat hukurh tedsebut.
Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum setzatra teroritis
adalah faktor Genealogfketurunan) dan faktor Teritorial (wilayaff).

Adapun unsur-unsur dari masyarakat hukum adatéketsan
hukum) adalah sebagai berikut:

Kesatuan manusia yang teratur,
Menetap di suatu daerah tertentu,
Mempunyai penguasa-penguasa, dan

Mempunyai  kekayaan yang berwujud ataupun tidak
berwujud?’

coow

Di mana para anggota kesatuan masing-masing memgala
kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wagaurmt kodrat
alam dan tidak seorangpun diantara para anggotanémpunyai
pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikgtang telah
tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melegastiri dari
ikatan itu untuk selama-lamanya.

Berdasarkan kedua faktor ikatan di atas, kemudian
terbentuklah masyarakat hukum adat, yang dalam sukbm adat
disebut tiga tipe utama persekutuan hukum adat yhalgm studi

hukum adat disebut:

% |bid, him.93.

% Catharina Dewi Wulansamp.cit, him.25.

57 Bushar Muhammadisas-Asas Hukum Adat Suatu Pengardr. Pradnya Paramita,
Jakarta, 2002, him.21.
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a. Persekutuan Hukum Genealo@#eturunan).

Pada persekutuan hukum (masyarakat hukum)
genealogis dasar pengikat utama anggota kelompalifad
persamaan dalam keturunan, artinya anggota-anggota
kelompok itu terikat karena merasa berasal darieken
moyang yang sama. Menurut para ahli hukum adatadam
Hindia Belanda masyarakat hukum genealogis ini dapa
dibedakan dalam tiga macam yaitu yang bersifat
patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau pasetnt

b. Persekutuan Hukum Teritorial (Wilayah)

Mengenai persekutuan hukum teritorial yang
menjadi dasar pengikat utama anggota kelompoknya
adalah daerah kelahiran dan menjalani kehidupasabex
ditempat yang sama.

c. Persekutuan Hukum Genealogis-Teritorial

Mengenai persekutuan hukum genealogis-teritorial
yang menjadi dasar pengikat utama anggota kelonyaokn
adalah dasar persekutuan hukum genealogis daaoritrit
Jadi pada persekutuan ini, para anggotanya bukpgn sa
terikat pada tempta kediaman daerah tertentu tgtiapi
terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan peental
daerah dan atau kekerabatén.

Menurut mahadi, masyarakat hukum adat mempunyacidir
sebagai berikut:

a. Adanya sejumlah orang tertentu yang bertindak semu
merasa terikat dan semuanya mempersoalkan untgng ru

b. Apabila kita melihat ke dalam, tampak adanya oraragg
tertentu atau golongan tertentu mempunyai kelebihan
wibawa, dan kekuasaan.

c. Adanya harta benda seperti barang-barang tertéarah,
air, tanaman, tempat peribadatan, gedung dandaimja,
dan semua orang ikut memelihara benda itu, menjaga
kebersihan fisiknya, menjaga kesuciannya, dan setsgy
Semua boleh menikmati harta benda itu, tetapi oyamg
bukan anggota pada umumnya tidak boleh mengambil
manfaat daripadanya kecuali dengan seizin persehtitu

Dapat dirumuskan bahwa masyarakat hukum adat nkemili

kriteria sebagai berikut:

%8 Catharina Dewi Wulansatipp.cit.
% Djamanat Samosinp.cit, him.74.
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a. Ada sekelompok orang yang terikat dalam tatanammuk
adatnya.

b. Ada warga masyarakat merupakan warga bersama
masyarakat hukum adat.

c. Masyarakat hukum yang didasarkan atas tempat tingga
atau dasar keturun&h.

Dengan demikian, unsur utama sebagai sarana penentu
keberadaan masyarakat hukum adat yaitu:

a. Adanya sekelompok orang yang hidup bersama teratur
sebagai satu kesatuan bersama,;

b. Sekelompok orang tersebut terikat dan tunduk paidaan

hukum adatnya;

Adanya pemimpin/penguasa dari kelompok tersebut;

Adanya wilayah dengan batas-batas teritorial teutedan

e. Ketertarikan kelompok tersebut didasarkan pada
persamaan tempat tinggal atau keturdtian.

Qo

B. Hukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaan

Kebudayaan adalah berasal dari kata budapadhayal,
sedangkan kata budaya adalah bentuk jamak dari'tkath’ atau “akal”.
Jadi, budaya adalah daya dari budi yang berupa,ckatrya, dan rasa;
kebudayaan adalah hasil dari karya, cipta, dan masausia yang hidup
bersam&?

Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebaslay
kebendaan, yang diperlukan dan dipergunakan olehusiea untuk
menguasai alam sekitarnya. Ciptaan merupakan kemeampnental,
kemampuan berpikir dari manusia dan yang antara f@@nghasilkan

filsafat dan ilmu pengetahuan. Sedangkan rasa ryeliguti jiwa manusia

 |bid, him.76.
¢ 1bid, him.80.
62 Catharina Dewi Wulansamp.cit, him.12.
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mewujudkan segala kaidah dan nilai-nilai kemasyataak yang diperoleh
untuk mengatur masyarak&t.

Kebudayaan khususnya unsur rasa yang menghasil&atahk
kaidan dan nilai-nilai itu merupakan unsur normat#fng merupakan
design for living. Artinya, kebudayaan merupakan suéiue print of
behavioryang memberikan pedoman atau patokan kelakuan nadsy2

Salah satu norma yang ada dalam masyarakat yangjuer dari
perikelakuan masyarakat yang dilakukan secaradmsgellang dalam pola
yang sama, yang disebut dengan norma adat dan hakiam Dengan
demikian, norma hukum adat merupakan bagian darmamorma
masyarakat (norma sosié).

Hukum adat itu senantiasa tumbuh dari sesuatu kbbathidup
yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yarsglkeihannya
merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukumtadagriaku. Tidak
mungkin suatu hukum tertentu yang asing bagi maggartu dipaksakan
atau dibuat, apabila hukum tertentu yang asingoértentangan dengan
kemamuan orang terbanyak dalam masyarakat yangrghstan atau
tidak mencukupi rasa keadilan rakyat yang bersamagkupendeknya

bertentangan dengan kebudayaan rakyat yang bergangk

& A. Suriyaman Mustari Pidep.cit, him.19.
® bid, him.20.

€ Catharina Dewi Wulansamp.cit, him.12.
% Bushar Muhammadp.cit, him.42.
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Hukum adat merupakan refleksi gagasan kebudayamam tgadiri
dari atas nilai budaya, norma, dan aturan-aturag galing berkaitan satu
sama lain yang dengannya menjadi satu sistem danilikiesanksi®’

Hukum yang terdapat di dalam masyarakat manusigapae
sederhana dan kecil pun masyarakat itu, menjadninaeya. Karena tiap
masyarakat, tiap rakyat, mempunyai kebudayaan sel@igan corak dan
sifatnya sendiri, mempunyai struktur alam pikiraendiri (“geestes-
structuuf’), maka hukum di dalam tiap masyarakat, sebagkhsaatu
penjelmaan “geestesstructuur” daripada masyarasag Yersangkutan,
mempunyai corak dan sifatnya sendiri, yaitu: hukdari masyarakat
masing-masing berlain&f.

. Pengertian Pemuka Adat

Di desa dibentuk pemerintah desa atau badan pemattdsa yang
merupakan pemerintah desa, pemerintah desa tatd&ikepala desa atau
perangkat desa. Dalam pasal 18 B Ayat (2) Undandgbg Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisiomadepanjang

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan maayadak

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yargudidalam

undang-undang’.

Kepengurusan dalam pemerintahan adat di lingkungasyarakat
adat secara umum dapat dibedakan menjadi tiga diganu: bidang

urusan pemerintahan umum, bidang urusan adat dandagama. Dalam

" A. Suriyaman Mustari Pigéoc.cit
% Soerojo Wignjodipoerap.cit, him.75.
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mengambil keputusan-keputusan yang penting menynrgdpentingan

kehidupan desa, selalu lebih dahulu membicarakasalaianya melalui
musyawarah desa atau yang lebih sering disebutgaehbeesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk gatem dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasasa-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dalam sistenmepatahan nasional dan
berada di daerah kabupaten.

Kepala persekutuan adalah kepala rakyat dan bapakarekat; ia
mengetahui persekutuan sebagai ketua suatu kelyargpbesar. Kepala
rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalansgd@ituan, menjaga
supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya.

Kepala rakyat adalah bapak masyarakat, ia menggiahsekutuan
sebagai ketua suatu keluarga besar, ia adalah pemergaulan hidup di
dalam persekutuaf.

Aktivitas kepala adat pada pokoknya meliputi 3 Isabagai
berikut: "

1. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubuhefagen
adanya pertalian yang erat antara tanah dan pe¢uosekyang
mengusasai tanah itu.

2. Penyelenggraan hukum sebagai usaha untuk mencdgakiaa
pelanggaran hukum; supaya hukum dapat berjalama&hana
mestinya (pembinaan secara preventif).

3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukuembket
hukum itu dilanggar (pembinaan repressif).

% Ibid, him.92.
" R.Soepomo,op.cit, him.61.
"L Soerojo Wignjodipoerap.cit, him.92.
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Kewajiban ketua adat dalam menyelenggarakan hukdat iu
adalah sepenuhnya memperhatikan adanya perubaharapen
pertumbuhan-pertumbuhan hukum adat, memperhatikahirniya
kebutuhan-kebutuhan baru, adanya perubahan-pembateadaan,
timbulnya perasaan-perasaan hukum baru berhubungadekebutuhan
hukum baru/?

Di bawah pimpinan serta pengawasan kepala rakyairhuadat
bertumbuh dan berkembang terus. Jadi dapat disksgulbahwa tugas
dari ketua adat yaitu untuk memelihara hidup hukuin dalam
persekutuan, menjaga supaya hukum tersebut dapaiabedengan baik.

Apabila ada perselisihan antara teman-teman seajesaila ada
perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ha#atnmaka kepala
adat bertindak untuk memulihkan perdamaian adatjkumemulihkan
keseimbangan di dalam suasana desa, untuk menulitukaim’>

Tiap- tiap tindakan atau tiap-tiap bukan tindakpenplakan untuk
bertindak) kepala rakyat terhadap sesuatu hal, éai&m hal mencegah
adanya pelanggaran hukumpréventieve rechtszorgnaupun dalam hal
memulihkan hukum (rechtshertél bersifat suatu keputusan, suatu
ketetapan dari mana kita dapat menarik kesimpudatang berlakunya

suatu peraturan hukum adat. Dengan keputusan tita leelat melakukan

2 |bid, him 93.
2 bid, him.94.
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secara konkrit, memberi bentuk konkrit kepada agagyhidup di dalam
masyarakat desanya sebagai rasa keadilan r&kyat.

Petugas hukum adat (hakim perdamaian desa) dalambuze
penetapan tidak hanya melulu berdasarkan perasganT®tapi ia juga
terikat kepada:

1. Nilai-nilai yang berlaku secara obyektif di dalanasyarakat.

2. Sistem hukum yang telah terbentuk dan yang berkegloa
dalam masyarakat yang merupakan kehidupan normanhuk
yang tidak tertulis.

3. Keputusan yang serupa, sepanjang masih dianggamises
dengan keadilan rakyat.

4. Perubahan situasi kehidupan rakyat yang menghendaki
dibentuknya hukum baru dan bentuk keputusan yang yang
lebih konkrit menurut keyakinan yang sesuai denglran
masyarakaf®

Dari pertimbangan dalam pengambilan keputusan ketse
menunjukkan hukum delik adat menganut sistem terl{dknamis). Oleh
karena itu, dibutuhkan petugas-petugas hukum sehzgadilan desa
yang besar rasa tanggung jawabnya dan yang beuuati’®
. Delik atau Pelanggaran Adat

Hukum adat tidak mengenal sistem pelanggaran agbuptan
kejahatan yang telah ditetapkan lebih dulu, unilkkrdhkan hukuman atau
tindakan balasan atau perbuatan pengembalian Kesegar.” Menurut
pendapat Hilman Hadikusuma yang menyatakan bahwa:

Baik kejahatan ataupun pelanggaran kesemuanya hadala

“kesalahan” dan barang siapa melakukan kesalahang ya
menyebabkan keganjilan dan mengganggu keseimbangan

" R.Soepomo,op.cit, him.66.
> Andry Harijanto Hartimanet al), op.cit.,him. 154.
76 i
Ibid.
" Bushar Muhammadp.cit him. 62.
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masyarakat maka kesalahan itu harus diselesaikaerpaiki, atau

dihukum. Begitu pula di dalam hukum pidana adatakicda

ditekankan perbuatan kesalahan itu pada adanya kesengajaan
atau karena kurang hati-hati, melainkan yang pegntrahwa
kesalahan itu sudah terjddi.

Jadi dengan demikian pengertian pelanggaran mehukutm adat
yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengatupesn adat.

Delik adat adalah segala perbuatan yang bertentadgagan
peraturan adat merupakan perbuatan ilegal dan hakiahmengenal pula
ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum,kgi hukum itu
dilanggar’®

Delik adat adalah tiap-tiap perbuatan atau sityaisg tidak selaras
atau yang memperkosa terhadap keselamatan madyakakalamatan
golongan, famili atau keselamatan sesama anggotyamzkat, dapat
merupakan pelanggaran hukum atau suatu perbuatantgdinya tidak
merupakan delik adat, pada suatu waktu dapat dignglgh hakim | (atau
kepala adat) sebagai perbuatan menentang tatadedalam masyarakat,
sehingga dianggap perlu seketika menentukan reakisitm guna
memulihkan hukunf®

Hukum Adat Delik Adatrecht Delictep atau hukum pelanggaran

adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengaguistva atau

perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunyaeinkesngan

8 Hilman Hadikusuma, pp.cit, him.27.
" R.Soepomoop.cit, him.108.
8 Bushar Muhammadpp.cit., hIm.63.
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masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukunay &gseimbangan

masyarakat tidak tergang§ti.

yaitu:

Pada pokoknya unsur-unsur delik adat terdapatséirupenting

w N

Ada perbuatan yang dilakukan oleh perseorangammigk
atau pengurus (pemimpin/pejabat) adat sendiri.

Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hakiam
Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegolagang
karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, da
Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakatgyherupa
sanksi adat?

Adapun unsur-unsur hukum delik adat menurut Andgyijainto

Hartiman dkk yaitu:

1.

Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam hé&nt
perundang-undangan yang di sana sini mengandungr uns
agama.

Peraturan tersebut diikuti dan ditaati masyarakangy
bersangkutan.

Pelanggaran tersebut sebagai perbuatan yang medkanbu
kegoncangan dan mengganggu keseimbangan dan disebut
tindak pidana/delik ad&t.

Di dalam sistem hukum adat segala tindakan yanteft@angan

dengan peraturan hukum adat merupakan tindakaral;ilegukum

mengenal pula upaya-upaya untuk memulihkan hukda fiukum itu

dilanggar®*

Hukum adat tidak mengenal sistem peraturan yarig.si2engan

sendirinya tidak ada sistem hukum pelanggaranyadag statis pula. Tiap-

175.

8 Tolib Setiadyop.cit, him.345.

8 |bid, him.347.

8 Andry Harijanto Hartimanet al), op.cit., him. 150.

8 Iman SudiyatHukum Adat Sketsa Asdsberty Yogyakarta, Yoyakarta, 2007, him.
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tiap peraturan Hukum Adat timbul, berkembang ddangetnya lenyap
dengan lahirnya peraturan baru, sedang peraturan iba berkembang
juga, tetapi kemudian akan lenyap pula dengan adpeyubahan rasa
keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan.tBguila delik adat
(pelanggaran hukum adat) lahir, berkembang dan demuenyag”

. Sanksi Adat

Pelanggaran menurut hukum adat yaitu segala pemugng
bertentangan dengan peraturan adat. Hilman Hadikasmenyatakan
pelanggaran menurut hukum adat, yaitu segala p&bugang
mengakibatkan kegonacangan terhadap keseimbandam d&hidupan
bermasyarakat, baik peristiwa perbuatan itu “legafu “ilegal”, maka
peristiwa atau perbuatan itu melanggar hukim.

Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka @etugikum
(kepala adat, dan sebagainya) mengambil tindakakrito(reaksi adat)
guna membetulkan hukum yang dilangga®itu.

Pembetulan hukum yang dilanggar sehingga dapat fitd@o
kembali keseimbangan yang semula ada itu, dapapaeebuah tindakan
saja tetapi kadang-kadang mengingat sifatnya pgiag perlu diambil
beberapa tindakaf.

Di dalam tiap-tiap pelanggaran hukum, para petugakum

menimbang bagaimana mereka akan bertindak untuk beterkan

& bid, him. 176.

& Hilman Hadikusumagp.cit.,him.9.

8 Iman Sudiyatloc.cit.

8 Soerojo Wignjodipoerap.cit, him.229.
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kembali keseimbangan hukum. Tindakan atau pertahaumat &dat-
reacti@ yang diperlukan, mungkin hanya berupa hukumanukunt
membayar sejumlah uang sebagai pelunasan utangeitagai pengganti
kerugian®

Tindakan-tindakan reaksi atau koreksi adat terhatdi-delik di
lingkungan Hukum Adat Indonesia adalah sebagakberi

1. Pengganti kerugian “non-materiil” dalam berbagaaseperti:
paksaan menikah dengan gadis yang telah dicemarkan;

2. Pembayaran “uang adat” kepada orang yang terkesraph
benda sakti selaku pengganti kerugian yang telzmahrkan;

3. Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat da

segala kotoran gaib;

Penutup malu, permintaan maaf.

Berbagai rupa pidana badan, sampai kepada pidatha ma

Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan atahgr

tata hukunt?

o 0k

Tujuan adanya tindakan reaksi dan koreksi terhp@aistiva atau
perbuatan delik adalah untuk dapat memulihkan kénkeaeimbangan
masyarakat yang tergangtju.

F. Pengertian Kesusilaan dan Kejahatan Kesusilaan
1. Kesusilaan
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata kesusitrasal
dari kata “susila” yang berarti:
a. Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
b. Adat istiadat yang baik, sopan, santun, kesopanan,

keadaban;

8 |man Sudiyatpp.cit, him. 179.
% 1bid, him. 180.
*1 Tolib Setiadyop.cit, hlm.355.



46

c. Pengetahuan tentang adab, ilmu adab.
Jadi dengan demikian, kesusilaan merupakan pesisila,
yang berkaitan dengan adab dan sopan santun.
2. Kejahatan Kesusilaan
Menurut Hilman Hadikusuma kejahatan kesusilaan tdapa
diartikan sebagai :
Semua kesalahan yang menyangkut watak budi pgkdradi
seseorang yang bernilai buru dan perbuatannya raeggg
keseimbangan masyarakat. Misalnya melakukan pebuat
masksiat, berzina, berjudi, meminum minuman keras d
sebagainya, kesemuanya itu merupakan perbuataitaddus
Adapun jenis-jenis kejahatan kesusilaan di dalakuiuadat
yaitu sebagai berikut:
a. Kesalahan Sopan Santun
Kesalahan kesopanan vyaitu semua kesalahan yang
mengenai tata tertib, tingkah laku, sopan santwatiim pergaulan
dengan anggota kerabat dan masyarikadlisalnya seorang
pemuda yang tidak menghargai orang tuanya, waeit@ah aurat
setengah terbuka, meludah di depan orang tua daagas@ya
semua itu adalah kesalahan kesopanan.
b. Kesalahan Bujang Gad{Bujang Smulen)
Pada masyarakat adat terdahulu pergaulan bujan gad

tidaklah sebebas seperti zaman sekarang, karegaytem antara

bujang dan gadis tersebut selalu diawasi, yangijoarn agar tidak

%2 Hilman Hadikusumaop.cit, him.70.
% bid.
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terjadi kesalahan-kesalahan. Adapaun kesalahatekesadalam
pergaulan antara bujang dan gadis yaitu sebagauber
1) Kesalahan Pertemuan Tanpa lzin
Di daerah Sumatera Selatan pertemuan bujang gadis
beramai-ramai harus mendapatkan izin dari kepalaumu
terlebih dahulu, jka tidak ada izin maka terhadagngy
melanggarnya akan dikenakan hukuman déhda.
2) Kesalahan Pakaian atau Barang
Pakaian bujang gadis ketika mengadakan pertemuan
harus sopan dan menutup aurat (menurut ajaran alyena).
Apabila ada bujang atau gadis memakai baju yangktid
menurut adat pada waktu upacara adata kecil atsar,bmaka
ia dihukum dengan pakaiannya dirampas atau meminayga
pakaian itu’®
c. Memegang atau Menangkap Ga(@snulen)

Menurut hukum adat, tubuh dan bagian tubuh wanita
merupakan kehormatan diri pribadinya serta kaumaldanya,
sebab suatu keluarga di mana istri, anak gadinytakoe murah
terhadap dirinya untuk dipegang-pegang lelaki &exgaul bebas
dengan lelaki yang bukan suami atau saudara kangandalam
kurun masyarakat hukum adat adalah keluarga tercela

merupakan salah satu pelanggaran adat. Adapun akesal

% Ibid, him 75.
% |bid, him 76.
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memegang dan menangkap bagian tubuh wanita dalayanakat
hukum adalah sebagai berikut:
1) Kesalahan Memegang Bagian Tubuh
Bersentuhan tidak sengaja antara pri dan wanita ata
dengan sengaja bersalaman ketika pria dan wanitznie,
bukan merupakan kesalahan. Yang merupakan kesalahan
adalah dikarenakan perbuatan itu menyinggung pemasanita
atau kaum kerabat dan orang lain yang melihdhya.
2) Kesalahan Menangkap dan Menarik Wanita
Hal ini sering terjadi pada kehidupan masyarakait.ad
Hal ini dikarenakan si bujang merasa dipermainkéh csi
gadis atau wanita dalam hubungan pergaulan mestkagga
untuk mempercepat terlaksananya perkawinan tersebut
bujang terpaksa melakukan kekera%an.
d. Kesalahan Dalam Perkawinan
Menurut hukum adat perkawinan itu harus dilaksanaka
dengan terang dihadapan tua-tua adat. Perkawinang ya
dilaksanakan dengan diam-diam dianggap karenaesimis yang
memalukan, diselimuti, terhadap orang ramai. Migalkarena

mempelai telah hamil duluan.

% |bid, him 78.
% Ibid, him 79.
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e. Kesalahan Terhadap Istri Orang
Hukum adat menempatkan kedudukan iggperpuan)
sebagai lambang kehormatan keluarganya, apabilaadg berani
mengganggunya maka sang sugaduk) atau keluarganya berhak
dan berkewajiban membela kehormatantiya.
G. Berzina

Menurut ketentuan agama khususnya agama Islam, aahw
pengertian zina adalah persetubuhan (Badu'an) yaditekukan oleh
seseorang laki-laki dan perempuan baik mereka yarikat perkawinan
maupun yang belum terikat perkawinan dengan lddidtau perempuan
lain. Zina adalah hubungan kelamin antara seoraaig-ldki dan
perempuan di luar nikat.

Menurut pendapat Hanafiyah zina adalah nama bagep#uhan
yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang peremgeag masih
hidup dalam keadaaan ikhtiar (tanpa paksaan) @indalegeri yang adil
yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlakwum islam, dan
wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syuda&m miliknya:®

Melakukan zina merupakan delik yang terutama meamngmga
kehormatan kerabat, golongan dan melanggar kemgamtinhukum
seseorang, selain itu zina juga merupakan perbugtany menodai

kesucian masyarakat oleh karena itu pelaku zinasr@gihukum.

% |bid, him.87.
% Ahmad Wardi MuslichHukum Pidana IslanSinar Grafika, Jakarta, 2005, HIm.7.
100 hid.
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Zina merupakan pelanggaran atas sitem kekeluargseaang
keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakambolehkan
zina berarti membiarkan kekejian, dalam hal ini atapneruntuhkan
masyarakat® Perbuatan zina dapat mengakibatkan rusaknya sendi-
kehidupan rumah tangga dan keluarga. Apabila dadaatu keluarga
terjadi perbuatan zina, baik oleh pihak suami asétu maka kerukunan
dalam rumah tangga itu akan hilang. Hubungan dainsesrta anak-anak
sudah tidak serasi lagi, dan akibatnya rumah taiiggekan hancur.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulldmwé zina
merupakan suatu perbuatan persetubuhan yang dilakamktara pria dan
wanita, yang keduanya belum terikat perkawinan aalah satu dan
keduanya terikat perkawinan, tetapi melakukan pepsdan dengan yang
bukan muhrimnya, dan tidak memiliki ikatan yang.satlapun perbuatan
yang dapat dikatakan zina menurut hukum adat geitagai berikut:

1. Berzina sampai hamil yaitu seseorang melakukan rigdou

suami isteri sampai hamil padahal mereka tidakkaéri
perkawinan yang sah.

2. Kesalahan hamil gelap yaitu seseorang yang hanaili at
bunting tanpa tau siapa yang melakukannya.

3. Berzina dengan anggota keluarga yaitu perbuatee yamg
dilakukan dengan salah seorang anggota keluargsaliya
ayah, kakak, atau adik.

4. Berzina dengan isteri atau suami orang Yyaitu mddaku
persetubuhan dengan wanita atau laki-laki yang tuka
muhrimnya’®?

Berzina dikenakan hukuman sebanyak 30 real (f Gfitgmbah

dengan seekor kambing, yang wajib disembelih untoéngadakan

101 bid, him.4.
102 Hilman Hadikusumagp.cit, him.89.
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selamatan bagi para kepala adat dan penduduk dgsua, membasuh
dusun, dimana telah terjadi pencemaran tersg8but.

Adapun kategori berzinmenga’em)beserta sanksinymenurut
Hukum Adat Rejang adalah sebagai berit:

1. Menga’em sesamo lok

Laki-laki yang beristeri atau wanita yang bersudmgitu juga

bujang atau gadis, janda atau duda, yang melakpé&eyuatan

bersetubuh diluar nikakmenga’em),apabila tidak ada yang
menghalang/melarang, maka mereka ini dipaksakamr aga
menikah, mencuci desa/menepung matahari dan membaya
denda karena telah mengotori desa.

2. Mengekuak/ menggaseak ngen nacem

Apabila seorang laki-laki memperkosa seorang watigartai

ancaman, orang tersebut dikenakan hukum adat/deriidia

a. Mencuci desa/menepung matahari.

b. Membayar dend#&utai, paling besar sama dengan denda
bangun mayo dan ditambah lipat.

c. Denda/ganti rugi untuk wanita yang menjadi korlsesuai
dengan tuntutan wanita tersebut yang disangguph ole
pelaku.

d. Laki-laki pemerkosa tersebut diusir dari desa.

3. Menggaseak ngen coa nacem

Apabila terjadi tindakan pemerkosaan yang tidakents

dengan ancaman, maka orang pemerkosa tersebutakifien

hukum adat/denda;

a. Mencuci desa/menepung matahari.

b. Membayar dend&utai paling besar sama dengan denda
bangun soa.

c. Denda/ganti rugi untuk wanita yang menjadi korlsesuai
dengan tuntutan wanita tersebut yang disangguph ole
pelaku.

d. Laki-laki pemerkosa tersebut diusir dari desa.

4. Bingin monot medek

Seorang wanita memaksa anak laki-laki di bawah umur

melakukan perbuatan maksiat. Dalam hal ini anakldddk

tersebut tidak dikenakan denda. Jika anak terssdkit akibat
hal tersebut, maka pengobatan ditanggung olehrstava

103 Hazairin,op.cit, him.115.
104 zulman Hasanlpc.cit.
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5. Leu bungai neak tangen

Seorang pria berbuat maksiat dengan saudara kamgang

sendiri, bagi mereka haram dinikahkan, namun metetap

wajib membayar dendeutai dan melaksanakan ketentuan adat
lainnya;

a. Kain putih 25 hasta dan mencuci desa.

b. Punjung serawo, punjung nasi potong kambing.

c. Membayar dend&utai paling besar sama dengan denda
bangun soa.

d. Mereka dikucilkan/diusir dari desa.

6. Mecuak tenoa

Seorang kakek berbuat maksiat kepada anak cucwemgiris

Kakek ini wajib membayar dendatai;

a. Kain putih 25 hasta dan mencuci desa.

b. Punjung serawo, punjung nasi potong kambing.

c. Membayar dend&utai paling besar sama dengan denda
bangun soa.

d. Kakek dikucilkan/diusir dari desa.

7. Piawang mecuak timbo

a. Seorang yang dihormati yang mempunyai tanggunghawa
yang diberikan oleh masyarakat, seperti dukun, guru
mengaji dan pejabat desa yang melakukan maksiainber
(menga’em)kepada seorang wanita baik gadis, janda atau
isteri orang lain. Orang yang melanggar ketentnawajib
membayar denda kutai, dan ketentuan adat;

1) Kain putih 25 hasta dan mencuci desa.

2) Punjung serawo, punjung nasi potong kambing.

3) Membayar dendé&utai paling besar sama dengan denda
bangun mayoditambah lipat.

4) Kalau tidak ada yang menghalang mereka dinikahkan/
dikucilkan.

b. Seorang bapak berbuat maksiat (berzina) dengan anak
kandungnya sendiri. Bapak dan anak ini haram dirk&a,
namun Kkeluarga ini wajib membayar denda kutai dan
melaksanakan ketentuan adat;

1) Kain putih 25 hasta dan mencuci desa.

2) Punjung serawo, punjung nasi potong kambing.

3) Membayar dendéutai paling besar sama dengan denda
bangun mayoditambah lipat.

4) Bapak dan anak ini dipisahkan/dikucilkan.

c. Seorang bapak berbuat maksiat (berzina) dengan anak
angkatnya sendiri. Kalau bapak dan anak ini buksn s
perwalian mereka bisa dinikahkan apabila tidak yaiag
menghalang, dan keluarga ini wajib membayar dendai k
dan ketentuan adat;

1) Kain putih 25 hasta dan mencuci desa.
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2) Punjung serawo, punjung nasi potong kambing.
3) Membayar dendé&utai paling besar sama dengan denda
bangun mayoditambah lipat.
4) Bapak dan anak ini dinikahkan atau dikucilkan/diusi
8. Kebeu tandang numpang ngubang
Seorang laki-laki dari desa lain ketahuan berbuaksiat
(berzina) dengan wanita di desa kita. Sedangkaakpianita
tidak menuntut. Namun demikian laki-laki tersebutjilv
membayar dendiutai;
a. Kain putih 25 hasta dan mencuci desa.
b. Punjung serawo, punjung nasi potong kambing.
c. Membayar dend&utai paling besar sama dengan denda
bangun soa.
d. Kalau tidak ada yang melarang/menghalang mereka
dinikahkan.

Hukum adat “kucea” atau dikucilkan adalah hukumagi lorang
yang telah berbuat zina atau memperkosa baik demgeaman atau tidak
dengan ancaman, berbuat zina atas suka sama susiaathu dikeluarkan
dari desa dikarenakan mereka tidak mau melaksanhidBoman yang
telah dijatuhkan oleh hakim de¥&.Kalau orang ini juga tidak mau
pergi/ke luar dari desanya, maka masyarakat tidgk peduli terhadap
orang tersebut, karena orang itu tak lebih dark@eéinatang, hal baik
atau buruk (musibah) yang dialami orang tersebwsyarakat tidak boleh
membantu, kecuali kalau ada anggota keluarganyanggal dunia, maka
masyarakat tetap melaksanakan wajib kifayah.

Terhadap anggota masyarakat yang memberi bantus@ arang
yang telah memberi bantuan tadi diberikan hukumijsjedan bentuk

sanksinya diserahkan kepada halim desa unuk mekauntouga.

195 | hid, him 184.
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H. Peradilan Adat
Hukum Adat Peradilan adalah aturan-aturan hukunt gedag
mengatur tentang cara bagaimana berbuat untuk nesayjen suatu
perkara dan atau untuk menetapkan keputusan hulesmatsi perkara
menurut hukum adat. Proses pelaksanaan tentangelpsan dan
penetapan keputusan perkara dimaksud disebut Rerddiat**®

Peradilan adat adalah acara yang berlaku menurkunnuadat
dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan ratayelesaikan
sesuatu perkara kesalahan ddat.

Istilah peradilan Rechtspraakpadadasarnya berarti pembicaraan
tentang hukum dan keadilan yang dilakukan dengstersi persidangan
(permusyawaratan) untuk menyelesaikan perkara rdpeagadilan atau
dimuka pengadilan. Apabila pembicaraan itu berdasarhukum adat
maka disebut peradilan hukum adat atau peradilansagja:®

Peradilan adat dapat dilaksanakan oleh anggota aresy
seorang perorangan, oleh keluarga atau oleh tedakggala kerabat atau
kepala adat (hakim adat), kepala desa (hakim detsa) oleh pengurus
perkumpulan organisasi sebagaimana telah dikemuokdkanuka dalam

penyelesaian delik adat secara damai untuk mendia&eseimbangan

masyarakat yang tergangti.

196 T0lib Setiadyop.cit, him.367.

97 Hilman Hadikusumagp.cit, him.106.
198 Tolib Setiady/oc,cit.

109 pid.
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PROSES PENYELESAIAN PELANGGARAN ADAT MENGA’EM
(BERZINA) MENURUT HUKUM ADAT REJANG
DI DESA TANJUNG KARET
KECAMATAN AIR BESI KABUPATEN BENGKULU UTARA

A. Gambaran Umum Masyarakat Hukum Adat Rejang di DesaTanjung
Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara
1. Kondisi Gografis Desa
Tanjung Karet adalah salah satu desa dari 15 desntgrietak

di Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara. btdgs
masyarakat di Desa Tanjung Karet adalah suku Rejadgpun 15
Desa di Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utgaat dilihat
dari tabel 1 berikut:

Tabel 1
Nama Desa Kecamatan Air Besi Kabupaten BengkuluaUta

No Nama Desa

1. Datar Macan

2. Dusun Curup
3. Genting Perangki
4. Kertapati

5. Kota Agung

6. Lubuk Balam
7. Penyangkak
8. Talang Lemba
9. Talang Renah
10. Sungai Pur
11. Talang Baru Ginting
12. Talang Ginting
13. Talang Pungguk
14. Tanjung Genting
15. Tanjung Kare

Sumber data: Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengltdua

55
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Pada zaman dahulu kala, mengapa desa ini dinani&sa
Tanjung Karet, menurut sejarah bahwa awalnya dasteiletak di
tanjung (di bawah) sungai dan di desa ini terdbpayak sekali pohon
karet, sehingga matapencaharian pokok di desadaliah petani di
bidang perkebunan khususnya kebun karet. Tidak ahaiiy
masyarakat desa juga berdagang dan bercocok taagpmm-raayur,
ubi-ubian, jagung dan sebagainya. Dari usaha baerkdierdagang dan
bercocok tanam ini para masyarakat dapat memenahutithan
sehari-hari.

Setelah sekian lama mereka merasa betah dan nyarggal
di daerah itu, maka spontan masyarakat mengadaksyamarah
untuk menentukan nama daerah itu yang mereka tenmgeielah
berkali-kali musyawarah untuk menentukan nama dasraka hasil
musyawarah untuk nama desa yang mereka tempataladaésa
Tanjung Karet. Nama tersebut masih digunakan sampkarang.
Penduduk Desa Tanjung Karet adalah masyarakatRejeang.

Secara administrasi batas-batas Desa Tanjung Kiapat
dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2

Batas-batas wilayah Desa Tanjung Karet

Batas Desa

Utara Desa Kalbang
Selatan Desa Talang Baru Ginting

Barat Desa Taba Baru
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Timur Desa Kalisatu

Sumber data: Profil Desa Tanjung Karet, 2017

Adapun orbitasi waktu tempuh dan letak Desa Tanjiacet

adalah sebagai berikut:

1.

2.

Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan 25 km.
Jarak Desa ke Ibukota Kabupaten 20 km.
Jarak Desa ke Ibukota Provinsi 80 km.

Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan 30 menit.
Waktu tempuh ke Ibukota Provinsi 1,5 jam.

Desa Tanjung Karet memiliki luas wilayah Tanah aaBHa,

Tanah Kering 300 Ha, Tanah Rawa 4,5 Ha, Tanah Benlea 329 Ha,

dan Tanah umum 4 Ha. Jadi, total luas wilayah gaga + 645,5 Ha.

Terdapat meliputi 2 dusun. Adapun 2 dusun tersgapéat dilihat pada

tabel 3 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3

Wilayah Desa Tanjung Karet

No Nama Dusun Dusun RT
1. DUSUN | |
2. DUSUN Il Il

Sumber data : Profil Desa Tanjung Karet, 2017

2. Kondisi Demografis Desa

Desa Tanjung Karet mempunyai jumlah penduduk yang
beragam dari berbagai suku seperti suku Rejang) Sekawai, Suku

Jawa dan Bengkulu. Penduduk Desa Tanjung Karetil&i + 187
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KK. Jumlah penduduk seluruh = 736 jiwa. Keadaan dpdok
disajikan dalam tabel 4 sebagai berikut:
Tabel 4

Jumlah Penduduk Desa Tanjung Karet

Laki-laki 314
Perempuan 287
Jumlah Kepala Keluarga (KK) 187 KK

Sumber data : Profil Desa Tanjung Karet, 2017
. Kondisi Perangkat Pemerintah Desa dan Kelembagaand3a
Sebagaimana yang diketahui bahwa Desa Tanjung Karet
terbagi dalam 2 wilayah dusun dan seluruh roda pataban dan
ekonomi berpusat di dusun I, selanjutnya setiaumiupimpin oleh
seorang Kepala Dusun yang bertanggung jawab sdaagsung
kepada Kepala Desa.
Selain Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terdaplat p
kelembagaan lainnya di Desa Tanjung Karet sebagairdalam tabel

5 di bawah ini:

No.| Jenis Lembaga | Jumlah Kegiatan yang

Pengurus | dilaksanakan Tahun 201!

1. | Kader Posyandu 5 -Penyuluhan penyak
kusta

- Pembagian makanan
tambahan

- Penyuluhan HIV

- Penyuluhan Kak
Gajah

2. Kader PKK 8 - Lomba memasak
HUT RI

- Penanaman Toga

- Senam jumat sehat

—
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3. Lembaga Adat

- Penyelesaian masalah
pelanggaran adat

4. | Lembaga Agamé

D

- Memperingati Maulid
Nabi Muhammad
SAW
Memperingati
Mi'raj

Isrg

5. Karang Taruna

- Turnaman buld
tangkis

Perlombaan HUT RI

Sumber data : Profil Desa Tanjung Karet, 2017

4. Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa

Masyarakat Desa Tanjung Karet memiliki perekononyiang

berlatar belakang petani dan perkebunan tetapijiagta masyarakat

sebagai pedagang, PNS, buruh dan polisi. Hal ngatabarkan dari

data sebagai berikut:

Tabel 6

Matapencaharian Penduduk Desa Tanjung Karet

No Pekerjaan Jumlah
1. Petani 356
2. Pedagang 15
3. Polisi 4
4. PNS 7
5. Buruh 10
6. Lain-lain -

Jumlah 392

Sumber data : Profil Desa Tanjung Karet, 2017



5. Data Kasus Perzinaan dari Tahun 2016-2018

Tabel 7

Jumlah Kasus perzinaan dari Tahun 2016-2018

No.| Tahun | Jumlah Kasus | Berkeluarga | Bujang/gadis
1. 2016 6 - 6
2. 2017 3 - 3
3. 2018 1 - 1
Sumber data : Wawancara dengan Ariandi Ketua AdegeDTanjung
Karet.

6. Sejarah Suku Rejang
Asal mula suku bangsa Rejang terbagi ke dalam esjat
(orang Rejang menyebytetula). Menurut bahasa Rejangetulai
adalah sistem kekerabatan berdasatkaitateral (prinsip keturunan
diperhitungkan melalui satu pihak saja), dengamsgwi keturunan
patrilineal (prinsip keturunan yang diperhitungkan melaluiggilayah
atau laki-laki, dalam hal bentuk perkawinannya akBeleket) dalam
hal tertentu jika bentuk perkawinannya adal&emendo”, maka
prinsip keturunannya adalaatrilinial. *°
Perkawinan adat berbentudksogami,yang berarti bahwa
perkawinan dilakukan terhadap pasangan yang bewdeal luar
mameTTT

sukunya sekalipun mereka berada terpencar di

Penamaan kelompok Suku Bangsa Rejang berdasarkiaoh to

10 Herlambang(et al), “Inventarisasi Institusi Adat Rejang Dalam Ran@kamyusunan
Kompilasi Hukum Adat Rejang”, diunduh tanggal 15 nu&i 2019 dari
http://repository.unib.ac.id/7451/1/Lamp.%202.%20801 3Inventariasi%20Institusi%20Adat%2
ORejang%20finaLl.pdf.

1 pid.
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legendaris yang dipandang suci oleh orang-orangrigeyang disebut
dengarBiku. Terdapat empat Biku, yaitu;

a. Semua rakyat dibawah pimpinaBiku Sepanjang Jiwo
kelompoknya dinamakan dengBatulai TubeuatauTubai

b. Semua rakyat dibawah pimpinanBiku Bermanp
kelompoknya dinamakan dengan sebutan PeRdamani
atauBemani.

c. Semua rakyat dibawah pimpin&iku Bembpkelompoknya
dinamakan dengan sebutan Petuldekalang atau
Jurukalang.

d. Semua rakyat dibawah pimpinarBiku Bejenggo
kelompoknya dinamakan dengan sebuBang Petulai
SelupueatauSelupu'*?

Keempat kelompok ini dikenal dengan nama enpsitlai,
dan mulai saat itu di wilayah suku Bangsa Rejargmil istilah
Rejang Empat PetulaitauRejang Tiang Empat.

Di zaman empat biku masyarakat diatur dalam astdakan
hukum yang mengatur kehidupan manusia yang termasgkungan
masyarakat itu dan dengan adanya hukum timbullatyysesa dari
masyarakat itu sendiri, yang menjalankan hukumebers bagi
mereka. Dengan keadaan demikian timbullah masyahakaim adat
yang mereka sebut dengan istillaliteuj dan penguasanya disebut
dengan istilatiuai kuteui*'® Pada mulanya jabatanai kuteiadalaha

secara turun temurun, yaitu diwarsikan kepada sgoemak laki-

lakinya

12 EkosuryonoKebudayaan Rejanditera, Yogyakarta, 2013, him. 35.
113 Abdullah Siddik, Hukum Adat Rejang, PN Balai Puatalakarta, 1980, him. 44.
114 Andry Harijanto Hartimane al), op.cit., him. 76.
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7. Fungsionaris Adat Desa Tanjung Karet

Dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaramieData

Tanjung karet memilki Fungsionaris adat yang tedtiri yaitu:

a. Ketua Adaf(Tuai Adat)

b. Sekretaris AdatKemin)

c. Imam

d. Khatib

B. Proses Penyelesaian Pelanggaran Addenga’em (Berzina)Menurut

Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Ar Besi
Kabupaten Bengkulu Utara

Di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupd&engkulu
Utara, memilki hukum adat yang masih diterapkan dgregang teguh
oleh masyarakatnya. Berdasarkan hasil wawancargadémiandi (ketua
adat) mengenai penyelesaian pelanggaranradaga’em (Berzinayaitu
dilakukan dengan beberapa tahap penyeles&ian.

Adapun proses penyelesaian pelanggaranradaga’em (Berzina)
berupa cuci kampun@epung sadeiinenurut Hukum Adat Rejang di Desa
Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulara yaitu
sebagai berikut:

1. Adanya Laporan/Pengaduan Kepada Kepala Desa
Laporan/aduan terhadap permasalahmenga’em (Berzina)

berasal dari pihak keluarga pelakenga’em (Berzinakepada kepala

15 Wawancara dengan Ariandi (Ketua Adat), di Desajufam Karet Kecamatan Air
Besi Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 27 JanuH®2
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desa sekaligus ketua adat di desa yaitiandi bahwaRindi (nama
samaran)dan Febri (nama samaran) akan melangsung pernikahan
karenaRinditelah berbadan dua.

Setelah mendapatkan laporan degiuargapelaku ketua adat,
Sekretaris adat, imam dan khatib mendatangi runedinakga pelaku
untuk membicarakan hukuman kepada pelaku kareah te&langgar
aturan adat yaitu telah melakukarenga’em (Berzina)sampai hamil
serta telah mencemarkan nama baik desa serta nrggyga
keseimbangan hukum di desa. Setelah disepakatighyadnmnasalahan
ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah aaiai gengan
diadakannya sidang adat pada hari kamis 1 Juli p0k8l 08:00 WIB
di Kantor Desa Tanjung Karet.

. Tahap Persiapan Sidang Adat di Desa Tanjung Karet Kcamatan
Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara

Tahap musyawarah adat terkait dengan masailahga’em
(Berzina) dilakukan pada hari kamis pada tanggal 1 Juli 20diéul
08.00 WIB di Kantor Desa. Adapun orang-orang Yyargjam
musyawarah adat ini adalah ketua adat yAmiandi, sekretaris adat
yaitu Darmq, Imam yaitu Hamidi, bilal yaitu Buyurg, khatib yaitu
Sudriman, Gharim yaituAksa dan Ujang.

Perangkat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPDa ket
yaitu Ahmad wakil yaitu Irwansyah, sekretaris desa yaitiizan,

kepala dusun | yaitlRofi, Kepala Dusun Il yaituDarmo. Tokoh
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masyarakat yang diwakilkan oleh tetua desa y&kandar, Sahri,
Samiludin danTarmizi PelakuFebri danRindibeserta keluarga.

Setelah semua hadir sidang adat dimulai dibuka &&tha
Adat yaitu Ariandi. Selanjutnya ketua Adat yaitAriandi langsung
menyampaikan duduk permasalahannya bahwa diketadtii dan
Rindi telah melakukan perbuatan zina diluar pernikahahjrin dapat
diketahui bahwaFebri dan Rindi ingin melangsungkan acara
pernikahan pada tanggal 8 Juli 2018. Hal tersefnuga mengejutkan
warga desa karena pernikahan tersebut terkesanadegadian tanpa
persiapan terlebih dahullRindi telah mengandung dan diketahui
bahwa usia kandungaRindi telah memasuki 6 bulan. Kejadian
pelanggaran adahengaeni{Berzina) ini terjadi di luar Desa Tanjung
Karet, dikarenakarRindi sedang menempuh pendidikan di Kota
Bengkulu.Rindi merupakan masyarakat asli dari Desa Tanjung Karet
sedangkaifrebri berasal dari Kota Bengkulu.

Setelah dijelaskan duduk permasalahannya, selgajtetua
adat yaituAriandi menanyakan kepada para pelaku yaFebri dan
Rindi tentang permasalahan tersebut apakah benar atdu 8dtelah
para pelaku mengakui perbuatannya, maka menuruumuRdat
Rejang di Desa Tanjung Karet bahwa apabila sesgarsiakukan
pelanggaran adat maka hukum yang diterapkan atlalaim adat dari

pihak perempuan.
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Sehingga ketua adat yaitu Ariandi menyatakan baFRelari
danRinditelah melakukan pelanggaran hukum adat. Sebagaintark
untuk memberikan efek jera dan bagi masyarakat Mdak
mengulangi kesalahan yang sanfeebri danRindi dikenakan sanksi
cuci kampung(tepung sadeiyaitu pemotongan seekor kambing dan
denda pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.24@0GEAa
pencambukkan menggunakan lidi sebanyak 100 buakn&atelah
melakukan perbuatan yang memalukan dan telah memkamnama
baik desa.

Penetapan jenis hukuman yang akan diberikan tephada
pelanggar adat bujarggnulenini dipertimbangkan berdasarkan tingkat
pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku. Seb@elaksanaan
sanksi cuci kampungtepung sadei)ni dilaksanakan, pelaku harus
menyiapkan persyaratan yang telah ditetapkan. @etedemua
persyaratan telah dilengkapi maka pelaku wajib neikén
persyaratan itu yaitu berupa seekor kambing dandalesebesar
Rp.240.000,00 kepada ketua adat yaitiandi.

Setelah ditetapkan jenis hukuman beserta syarastsyang
harus dipenuhi oleh kedua pelaku, maka selanjuditgamtukan waktu
dan tempat pelaksanaan sanksi adat berupa cuciukey(epung
sadei)oleh pelaku dan keluarganya bahwa pelaksanaanissiasini
akan diadakan di rumaRindi pada tanggal 18 Juli 2018 pukul 20.00

WIB dengan pertimbangan bahwa diberikan waktu sggununtuk
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memenuhi semua persyaratan yang harus dipenuhpelaku. Setelah
pelaku dan keluarganya telah sepakat maka siddunmoli

. Tahap Pelaksanaan Sanksi Adat di Desa Tanjung Karet
Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara

Pelaksanaan sanksi adat cuci kampufigpung sadei)
dilakukan pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 p@@DO WIB di
rumahRindi (pelaku). Adapun orang-orang yang dalam musyawarah
adat ini adalah ketua adat yatwiandi, sekretaris adat yaitDarmo,
Imam yaitu Hamidi, bilal yaitu Buyurg, khatib yaitu Sudriman,
Gharim yaituAksa dan Ujang.

Perangkat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPDa ket
yaitu Ahmad wakil yaitu Irwansyah, sekretaris desa yaitiizan,
kepala dusun | yaitlRofi, Kepala Dusun Il yaituDarmo. Tokoh
masyarakat yang diwakilkan oleh tetua desa y&kandar, Sahri,
Samiludin danTarmizi Pelaku yaitu~ebri danRindibeserta keluarga.

Setelah semua hadir acara dimulai, yaitu dengaguyoapan
lafadz basmalah. Kemudian sambutan dari ketua yaiat Ariandi,
dilanjutkan dengan pembacaan kitab suci Al-Qur’an giga ceramah
oleh imam masjid yaitu Hamidi.

Setelah pembacaan kitab suci Al-Qur'an dan jugaranh,
dilanjutkan dengan permintaan maaf secara lisah pkaku yaitu
Febri danRindi di hadapan fungsionaris adat bahwa pelaku berjanji

tidak akan mengulangi perbuatan asusila terselng diikuti dengan
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dipercikkan air menggunakan dasergayau(sedingin) oleh ketua
adat ke kepala para pelaku, menurut kepercayaagana&sit adat di
Desa Tanjung Karet hal ini dilaksanakan dengan atujbahwa
sergayau(sedingin) dipercaya dapat membuang sial agar tieak

tertimpa kemalangan dan dapat memberikan ketenabgtn bagi

masyarakat.

Setelah mendengarkan permintaan maaf oleh kedukuwpel
tahap selanjutnya yaitu pencambukkan. Pencambuikkadilakukan
oleh ketua adat yaitu Ariandi menggunakan lidi sa& 100 buah (10
ikat) jadi cukup dicambuk 10 kali kepada para pelg&itu Febri dan
Rindi. Hal ini masih diterapkan agar memberikan efek jgemgan
memberikan rasa sakit, sehingga para pelaku tikak anelakukan
lagi perbuatan asusila tersebut.

. Tahap Penutupan Sidang Adat di Desa Tanjung Karet kcamatan
Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara

Tahap ini yaitu proses rangkaian terakhir dari ksdaaan
sanksi adat berupa cuci kampufgpung sadeidilakukan pada hari
rabu tanggal 18 Juli 2018 pukul 20.00 WIB di runiindi (pelaku).
Imam yaitu Hamidi membacakan doa selamatan atasagya proses
pelaksanaan cuci kampuiftepung sadei)Setelah selesai membaca
doa, dilanjutkan dengan makan bersama dari dagamablkng yang
dimasak dalam bentuk gulai kambirdi¢) yang telah dimasak warga

Desa Tanjung Karet.
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Dalam proses memasak gulai kambing ini tidak boleh
dilakukan oleh bujang atau gadigsmulen), bahkan menurut
kepercayaan masyarakat adat di Desa Tanjung Kargamnkan untuk
memakan daging tersebut terkena asapnya pun tidkgh,bhal ini
dikarenakan dipercayai akan tertimpa kemalangan lbajgng gadis
(smulen)yang memakan atau terkena asap dari proses memalsak
kambing tersebut. Setelah selesai makan bersanaa leelat yaitu
Ariandi menutup acara pelaksanaan cuci kamp(iegung sadei)
tersebut dengan membaca lafadz hamdalah.

Proses penyelesaian pelanggaran agatga’em (Berzinajli Desa
Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Benghitiara dilakukan
dengan cara mediasi, melalui musyawarah mufakét folegsionaris adat
sejalan dengan teori penyelesaian sengketa dpkragadilan, yaitu:

“Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADRataeprosedur

mediasi yaitu melibatkan pihak ketiga yang mengadakterfensi

campur tangan dalam proses penyelesaian sengketak u

membantu kedua belah pihak yang bersengketa dalencapai

persetujuan’®

Masyarkat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaiagketa
melalui jalur musyawarah, yang bertujuan untuk mjadkan kedamaian
dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulk&mdaanksi

cuci kampundtepung sadeijlilaksanakan sebagai cara untuk:

116 Andry Harijanto HartimanAlternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Persjiekt
Antropologi HukumLemlit Unib Press, Bengkulu, 2002, him. 63.
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a. Mengembalikan keseimbangan dan membersihkan dasalasun dan
masyarakat yang telah terganggu baik di dunia ngzapun dunia
gaib;

b. Untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat &tgl melakukan
pelanggaran kesusilaan dan memberikan efek jeligpbheg pelaku;

c. Sebagai sarana untuk menyampaikan perimtaan mgaphea pelaku
kepada masyarakat, dan fungsionaris adat.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Imam Sudiyahger&i
fungsi sanksi, yaitu sebagai berikut:
Yang paling paling utama pentingnya bagi masyaraiah adanya
keseimbangan, keselarasan, serasian antar dumiadih dunia
gaib, antara golongan manusia sebagai keselurubanodang
seseorang, antara persekutuan dan teman-teman yseakasan.
Segala tindakan atau perbuatan yang mengganggimkesegan
tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petudasnhwajib
mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna merkalh
kembali keseimbangan hukum terseb®emulihan hukum yang
menjadi tujuan dari segala reaksi atau koreksi,adiati segala
tindakan yang menetralisasikan pelanggaran-pelaagghukum
itu meliputi pula keseimbangan lahir dan dunia d&ib
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkahwéa
pelaksanaan sanksi adatenga’em (Berzina) di Desa Tanjung Karet
dilaksanakan melalui beberapa tahap. Sanksi huklandh Desa Tanjung

Karet masih dijunjung tinggi dan dilaksankan sacaraksimal, dengan

sanksi yang diterapkan telah memberikan efek jag imasyarakat desa

hal ini dapat diketahui melalui berkurangnya jumkadsus pelanggaran

adat zingngaem).

"7 man Sudiyatpp.cit, him. 177.
18 pid.
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Contoh Kasus Menga’em(Berzina) di Desa Tanjung Karet

Kasus yang akan dibahas di bawah ini adalah kaszshb sampai
hamil yang dilakukan oleh bujang dan gadis. Seoragga yang
merupakan penduduk dari Desa Tanjung Karet yangab&aRindi (nama
samaran) dafebri (nama samaran) merupakan penduduk dari Kelurahan
Air Sebakul Kecamatan Sukarami Kota BengkuRindi merupakan
mahasiswa di salah satu universitas di Kota Beng#tah telah menempuh
pendidikan selama 7 semester. Sedandlebri merupakan seorang sopir
truk dan seorang duda yang telah memilki seoraag.dbiketahui bahwa
Rindi dan Febri telah melakukan pelanggaran adat yaitu berzingpaam
hamil.

Hal ini bermula dariRindi yang pulang mendadak dan ingin
melangsungkan acara pernikahan pada tanggal 2Jid. Seperti yang
diketahui oleh kebanyakan masyarakat desa balRirdi sedang
menempuh pendidikan Strata 1 (S1). Sehingga pédraikayang ingin
dilangsungkan terkesan mendadak dan tanpa persiaphalumnya.
Sebelum pernikahan itu dilangsungkan pihak kelu&igdi melapor ke
Kepala Desa Tanjung Karet vyaittAriandi bahwa Rindi akan
melangsungkan pernikahakarena Rindi telah mengandung selama 6
bulan.

Berdasarkan pengakuan dari pihak keluaRgadi, maka Rindi
telah terbukti melakukan pelanggaran adat yaitwibarsampai hamil.

Sehingga atas perbuatan terseRirtdi dan Febri dikenakan sanksi adat
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berupa cuci kampungtepung sadeiddan pembayaran sejumlah denda
karena telah merusak nama baik desa. Sebelum dimdgk pesta
pernikahan dilakukanlah sidang musyawarah adaaitepkelanggaran adat
yang dilakukan oleRindi danFebri.

Tahap musyawarah adat terkait dengan masalah akakhn hari
kamis pada tanggal 1 Juli 2018 pukul 08.00 WIB dnt6r Desa. Adapun
orang-orang yang hadir dalam musyawarah adat alahdketua adat yaitu
Ariandi, sekretaris adat yaitDarmo, Imam yaitu Hamidi, bilal yaitu
Buyurg, khatib yaituSudriman, Gharim yaituAksa dan Ujang.

Perangkat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPDa ketitu
Ahmad wakil yaitulrwansyah sekretaris desa yaitdizan, kepala dusun |
yaitu Rofi, Kepala Dusun Il yaituDarmo. Tokoh masyarakat yang
diwakilkan oleh tetua desa yaitskandar, Sahri, SamiludjrdanTarmizi
PelakuFebri (hama samaran) d&indi (nama samaran) beserta keluarga.

Setelah semua hadir sidang adat dimulai dibuka kétha Adat
yaitu Ariandi. Selanjutnya ketua Adat vyaituAriandi langsung
menyampaikan duduk permasalahannya bahwa dikeksri danRindi
telah melakukan perbuatan zina diluar pernikahahijrin dapat diketahui
bahwa padaFebri dan Rindi akan melangsungkan pernikahan dimana
Rinditelah berbadan dua dan diketahui bahwa usia kameRigdi telah
memasuki 6 bulan. Kejadian pelanggaran adahga’em (Berzina)ini

terjadi di luar Desa Tanjung Karet, dikarenal®indi sedang menempuh
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pendidikan di Kota BengkullRindi merupakan masyarakat asli dari Desa
Tanjung Karet sedangkéaiebri berasal dari Kota Bengkulu.

Setelah dijelaskan duduk permasalahannya, selgajk®iua adat
yaitu Ariandi menanyakan kepada para pelaku yaikebri dan Rindi
tentang permsalahan tersebut apakah benar at&u $Sidtelah para pelaku
mengakui perbuatannya, maka menurut Hukum Adatngej@i Desa
Tanjung Karet bahwa apabila seseorang melakukamgghran adat maka
hukum yang diterapkan adalah hukum adat dari pilem&mpuan.

Sehingga ketua adat yaitu Ariandi menyatakan baRelari dan
Rindi telah melakukan pelanggaran hukum adat. Sebagaintark untuk
memberikan efek jera dan bagi masyarakat lain tica&ngulangi
kesalahan yang samatebri dan Rindi dikenakan sanksi cuci kampung
(tepung sadeiyaitu pemotongan seekor kambing dan denda pembayara
sejumlah uang sebesar Rp.240.000,00, karena teddkukan perbuatan
yang memalukan dan telah mencemarkan nama baik desa

Penetapan jenis hukuman yang akan diberikan tephpetaku
pelanggar adat bujangmulenini dipertimbangkan berdasarkan tingkat
pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku. Sebpklaksanaan sanksi
cuci kampung(tepung sadeijni dilaksanakan, pelaku harus menyiapkan
persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah semusygpatan telah
dilengkapi maka pelaku wajib memberikan persyaratiarnyaitu berupa
seekor kambing dan denda sebesar Rp.240.000,00&é&ptua adat yaitu

Ariandi.
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Setelah ditetapkan jenis hukuman beserta syarattsyang harus
dipenuhi oleh kedua pelaku, maka selanjutnya dit@mt waktu dan
tempat pelaksanaan sanksi adat berupa cuci kanm(pemgng sadeipleh
pelaku dan keluarganya. Bahwa pelaksanaan cucikag{epung sadei)
akan dilaksanakan seminggu setelah acara pesti&ka®an Rindi dan
Febri yaitu pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 gde waktu seminggu
pelaku diberi waktu untuk memenuhi semua syaratasygang harus
diserahkan kepada ketua adat, kemudian sidangiplitut

Pelaksanaan cuci kampu(tgpung sadeiflilakukan pada hari rabu
tanggal 18 Juli 2018 pukul 20.00 WIB di rumBimdi (pelaku pelanggar
adat zina). Adapun orang-orang yang hadir dalamyawsarah adat ini
adalah ketua adat yaifriandi, sekretaris adat yaitDarma Imam yaitu
Hamidi, bilal yaitu Buyurg, khatib yaituSudriman, Gharim yaituAksa
dan Ujang.

Perangkat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPDa ketitu
Ahmad wakil yaitulrwansyah sekretaris desa yaitdizan, kepala dusun |
yaitu Rofi, Kepala Dusun Il yaituDarmo. Tokoh masyarakat yang
diwakilkan oleh tetua desa yaitskandar, Sahri, SamiludjrdanTarmizi
Pelaku yaitu~ebri danRindibeserta keluarga.

Setelah semua hadir acara dimulai, yaitu dengagyvapan lafadz
basmalah. Kemudian sambutan dari ketua adat yaiandi, dilanjutkan
dengan pembacaan kitab suci Al-Quran dan jugancahaoleh imam

masjid yaitu Hamidi.
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Setelah pembacaan kitab suci Al-Qur'an dan jugaaranh,
dilanjutkan dengan permintaan maaf secara lisam péaku yaituFebri
danRindi di hadapan fungsionaris adat bahwa pelaku berjaak akan
mengulangi perbuatan asusila tersebut, yang didertgan dipercikkan air
menggunakan dausergayau(sedingin) oleh ketua adat ke kepala para
pelaku, menurut kepercayaan masyarakat adat di Desiang Karet hal
ini dilaksanakan dengan tujuan bahsemgayausedingin) dipercaya dapat
membuang sial agar desa tidak tertimpa kemalangan dapat
memberikan ketenangan batin bagi masyarakat.

Setelah mendengarkan permintaan maaf oleh keda&wehhap
selanjutnya yaitu pencambukkan. Pencambukkan iakwakan oleh ketua
adat yaitu Ariandi menggunakan lidi sebanyak 10@hb(l0 ikat) jadi
cukup dicambuk 10 kali kepada para pelaku y&ebri danRindi. Hal ini
masih diterapkan agar memberikan efek jera dengambrarikan rasa
sakit, sehingga para pelaku tidak akan melakukgnparbuatan asusila
tersebut.

Tahap ini yaitu proses rangkaian terakhir dari ksdaaan sanksi
adat berupa cuci kampuifigepuk sadeiflilakukan pada hari rabu tanggal
18 Juli 2018 pukul 20.00 WIB di rumaRindi (pelaku pelanggar adat
zina). Imam yaitu Hamidi membacakan doa selamatas selesainya
proses pelaksanaan cuci kamp@egpung sadei)Setelah selesai membaca

doa, dilanjutkan dengan makan bersama dari dagemmbig yang
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dimasak dalam bentuk gulai kambinkli¢) yang telah dimasak warga
Desa Tanjung Karet.

Dalam proses memasak gulai kambing ini tidak balghkukan
oleh bujang atau gad{smulen)bahkan menurut kepercayaan masyarakat
adat di Desa Tanjung Karet jangankan untuk memaleging tersebut
terkena asapnya pun tidak boleh, hal ini dikarenadtgpercayai akan
tertimpa kemalangan bagi bujang gadsnulen)yang memakan atau
terkena asap dari proses memasak gulai kambingebters Proses
pemotongan kambing dilakukan oleh Imam yaitu Handdn dimasak
oleh warga desa di rumah pelaku.

Setelah selesai makan bersama, ketua adat yaiéundirmenutup
acara pelaksanaan cuci kamptepung sadeijersebut dengan membaca

lafadz hamdalah.



BAB IV
PROSES PENERAPAN SANKSI ADATMENGA'EM (BERZINA)
MENURUT HUKUM ADAT REJANG
DI DESA TANJUNG KARET KECAMATAN AIR BESI
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Proses penerapan sanksi asanga’em (Berzinaji Desa Tanjung Karet
memiliki aturan atau kesepakatan desa yang dibuslt tokoh-tokoh adat
terdahulu, namun kesepakatan ini tidak dibuat dadduman yang tertulis yang
disebut tata tertib pergaulan bujang gadis danngasayang bukan muhrimnya
(ca’o usik bujang smulen ngen semanei selawai gigen hubungan sebasgak
adapun isi dari tata tertib itu adalah sebagakbefi®

A. Apabila bujanggmulenyang masih berkeliaran pada malam hari lewat
pukul 23.00 WIB. Dikenakan teguran secara lisam kigpala desa dan
perangkat desa.

B. Apabila bujanggmulen aduk (istri)/perpuan (suami) yang sudah
beristri/bersuami (ngenyan) melakukan kesalahan baik menurut
agama/adat, sedangkan keduanya sama-sama suka, kedikanya
dinikahkan dan untuk yang memilkdukdanperpuanmaka dikenakan
sanksi cuci kampung, denda adat dan dikenakan hark@wambuk.

C. Apabila bujanggmulendanaduk/perpuaryang melanggar adat, agama,

sedangkan salah satu pihak tidak menyukainya, nokala/sanksi

19 \Wawancara dengan Sahri (sesepuh), di Desa Taijargf Kecamatan Air Besi
Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 28 Januari 2019.
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dijatuhkan kepada yang melakukan kesalahan, didukiemgan bukti
yang kuat.

D. Apabila terjadi keributan antar desa di Desa Tamjlaret tapi tidak
menumpahkan darah maka dikenakan sanksi tegurarseckra lisan,
dan apabila keributan menyebabkan pertumpahan danalka
dikenakan sanksi hukum adat tepung setawar sedcigitabeal).

Tata tertib ini menjadi dasar hukum untuk menjatuhlsanksi adat dan
dijadikan kebiasaan atau warisan secara turun-temdari generasi-kegenerasi.
Bahwa pada dasarnya apabila telah terjadi suatuskasnga’em (Berzina)di
Desa Tanjung Karet maka penyelesaiannya akan @gakuerlebih dahulu
menggunakan hukum adat di daerah tersebut.

Ariandi selaku ketua adat menjelaskan bahwa pghkmag di Desa

Tanjung Karet ini dibedakan menjadi dua, yaitu:
A. Pelanggaran Ringan
Pelanggaran ringan yaitu berupa perbuatan sesetakirigki

dan perempuan yang bertemu pada malam hari dam leMaat dari
waktu yang ditentukan untuk berkunjung, sedangkamthh hanya
ada mereka berdua saja yang merupakan pasangan tigig
memiliki ikatan pernikahan atau bukan muhrim. Patbo ini
dianggap pelanggaran karena telah memilki niatkuntalakukan hal
yang tidak baik, berdua-duaan di dalam ruangan yarigtup atau
tempat yang sepi dan gelap padahal bukan muhrion @ggbuatan

yang melecehkan seperti memegang tangan dan sei@mgaMaka
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sanksi yang dapat dijatuhkan yaitu berupa tegyramintaan maaf
kepada pihak yang dirugikan, dan membuat suratyptaan dan di
denda adat berupa uang.
B. Pelanggaran Berat

Pelanggaran berat yaitu pelanggaran kesusilaarpdezina
(ngaem)atau melakukan hubungan suami istri tanpa adakgtan
pernikahan yang sah, hubungan suami istri yang kpeia
bujang/gadigbujang smulenpatau suami/istrir{genyan),menyentuh
bagian tubuh gadigsmulen)yang bukan muhrimnya, sanksi yang
diterapkan terhadap perbuatan ini adalah berupa kampung,
permintaan maaf, denda adat serta dicambuk den@arbdah lidi,
denda adat dan/atau bahkan mungkin dinikahkan.d#gudit diketahui
bahwa berzingmenga’em)merupakan perbuatan yang dikategorikan
sebagai pelanggaran berat karena zina menyebabkangrtya
keseimbangan di dalam kehidupan masyartékat

Lebih lanjut Ariandi menjelaskan bahwa sanksi yang
diterapkan kepada pelaku zifagaem)baik bujang/gadis maupun
pelaku yang sudah berkeluarga akan diberikan hukuyaag sama
yaitu cuci kampundtepung sadei)permintaan maaf, denda adat serta
dicambuk. Yang membedakan hukuman antara pelalantupadis
dengan pelaku yang sudah berkeluarga yaitu bahygadygadis akan

dinikahkan, sedangkan pelaku yang sudah berkeluaaga

120 Wawancara dengan Ariandi (Ketua Adat), di Desajufan Karet Kecamatan Air
Besi Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 27 JanuH®2
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kemungkinan tidak dinikahkan sesuai dengan kesépakantara
keluarga pelaku masing-masing.

Berdasarkan hasil musyawarah adat pada tanggali 2QI8 di Kantor
Desa bahwa penerapan sanksi adenhga’em (Berzina)kepadaFebri danRindi
yaitu dikenakan sanksi cuci kampuftgpung sadeilaitu pemotongan seekor
kambing dan denda pembayaran sejumlah uang seBysa40.000,00 serta
pencambukkan menggunakan lidi sebanyak 100 buahdileksanakan pada hari
rabu tanggal 18 Juli 2018 pukul 20.00 WIB di runfaimdi (pelaku). Kasus
tersebut merupakan contoh kasus pelanggaranradiaga’em (Berzina)yang
dilakukan oleh bujang dan gadis.

Orang-orang yang hadir dalam musyawarah adat ialahdketua adat
yaitu Ariandi, sekretaris adat yaitibarmo, Imam yaitu Hamidi, bilal yaitu
Buyurg, khatib yaituSudriman, Gharim yaituAksa dan UjangPerangkat dari
Badan Permusyawaratan Desa (BPD, ketua yditonad wakil yaitu Irwansyah,
sekretaris desa yaitiizan, kepala dusun | yaitiRofi Kepala Dusun Il yaitu
Darmo. Tokoh masyarakat yang diwakilkan oleh tetua dest yskandar, Sahri,
Samiludin danTarmizi Pelaku yaitu~ebri danRindi beserta keluarga.

Setelah semua hadir acara dimulai, yaitu dengargymapan lafadz
basmalah. Kemudian sambutan dari ketua adat yaiandi, dilanjutkan dengan
pembacaan kitab suci Al-Quran dan juga ceramath ateam masjid yaitu
Hamidi.

Setelah pembacaan kitab suci Al-Qur'an dan jugamah, dilanjutkan

dengan permintaan maaf secara lisan oleh pelakiw yabri dan Rindi di



80

hadapan fungsionaris adat bahwa pelaku berjaajk etkan mengulangi perbuatan
asusila tersebut, yang diikuti dengan dipercikkam@nggunakan dausergayau
(sedingin) oleh ketua adat ke kepala para pelakenunut kepercayaan
masyarakat adat di Desa Tanjung Karet hal ini daalekan dengan tujuan bahwa
sergayau(sedingin) dipercaya dapat membuang sial agar tda& tertimpa
kemalangan dan dapat memberikan ketenangan bafimiaayarakat.

Setelah mendengarkan permintaan maaf oleh keduakweltahap
selanjutnya yaitu pencambukkan. Pencambukkan lakakan oleh ketua adat
yaitu Ariandi menggunakan lidi sebanyak 100 budhikat) jadi cukup dicambuk
10 kali kepada para pelaku yaikebri danRindi. Penerapan hukuman cambuk
kepada para pelaku ini didasarkan dari ajaran adalaa yang telah dilakukan
secara turun-temurun kepada para pelaku. Hal insimaliterapkan agar
memberikan efek jera dengan memberikan rasa s&titngga para pelaku tidak
akan melakukan lagi perbuatan asusila tersebut.

Kemudian Imam yaitu Hamidi membacakan doa selamat@sselesainya
proses pelaksanaan cuci kampytepung sadei)Setelah selesai membaca doa,
dilanjutkan dengan makan bersama dari daging kagnpang dimasak dalam
bentuk gulai kambingk{io) yang telah dimasak warga Desa Tanjung Karet.

Proses memasak gulai kambing ini tidak boleh dkakuoleh bujang atau
gadis (smulen),bahkan menurut kepercayaan masyarakat adat di Tegang
Karet jangankan untuk memakan daging tersebutriar@sapnya pun tidak boleh,
hal ini dikarenakan dipercayai akan tertimpa kemgdam bagi bujang gadis

(smulen)yang memakan atau terkena asap dari proses memakakkambing
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tersebut. Setelah selesai makan bersama, ketugaitiatAriandi menutup acara
pelaksanaan cuci kampungepung sadei)tersebut dengan membaca lafadz
hamdalah.

Pelaksanaan sanksi adat berupa cuci kamggtepung sadeijni maka
telah mengembalikan dan membersihkan desa selainjuga memberikan
pelajaran kepada pelaku serta warga desa agar mudéikukan pelanggaran
kesusilaan lagi.

Berdasarkan hasil wawancara denBemmo sekretaris adat Desa Tanjung
Karet, sanksi hukum berupa cuci kampufigpung sadei)itu karena telah
terjadinya suatu pelanggaran adat yang berupa amuasusila. Pelaksanaan
cuci kampundtepung sadei}li Desa Tanjung Karet telah mengalami perubahan,
namun tujuannya serta hal-hal yang menyangkut andistya tetap sana’

Sanksi hukum berupa cuci kampu(igpung sadei)i Desa Tanjung
Karet tidak lagi menggunakan tradisi cuci kamp(tegpung sadeiyang diarak
keliling desa, namun apabila terjadi pelanggaraat atenga’em (Berzinajnaka
akan dilakukan cuci kampur(gepung sadeiyang berupa pemotongan kambing
dan dicambuk 100 buah menggunakan lidi dan denglamkeh uang yang
dilaksanakan di rumah pelaku pelanggar agetiga’em (Berzina) .

Tradisi cuci kampung(tepung sadei)dahulu mengharuskan kepada
pelaku pelanggaran adat untuk diarak keliling dedah masyarakat dan

fungsionaris adat serta melakukan pemotongan kamimtuk diambil darahnya,

21 \wawancara dengan Darmo (Sekretaris Adat), di Desfung Karet Kecamatan Air
Besi Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 28 Januxr®2



82

darah kambing itulah yang digunakan untuk dipewikkdi daerah tempat
dilakukannya perbuatan asusila tersebut.

Namun pada saat ini tradisi mengarak keliling kangpterhadap pelaku
tidak lagi dilaksanakan karena biasanya orang yamedakukan pelanggaran
kesusilaan tidak mau diarak keliling kampung kardapat menimbulkan rasa
malu serta bertentangan dengan hak asasi manuisia bgrupa kucilan dari
masyarakat sekitar. Meskipun demikian tetap dilaikan pemotongan kambing
dan dicambuk 100 buah menggunakan lidi dihadapaangkat desa serta
fungsionaris adat. Darah kambing tersebut dianggampu membersihkan desa
dari perbuatan maupun kotoran gaib.

Persyaratan cuci kampuntegung sadeiyaitu berupa uang, dan yang
paling utama yaitu seekor kambing yang digunakaokuauci kampundtepung
sadei).Kambing merupakan syarat wajib yang tidak dapatkdr dengan apapun,
karena telah menjadi syarat yang paling utama daman nenek moyang
terdahulu dan sudah menjadi tradisi turun-menuran denerasi-kegenerasi.
Persyaratan cuci kampung berupa kambing ini hamsndhi oleh para pelaku
serta bertanggung jawab untuk memenuhi semua pataga yang telah
ditentukan.

Berdasarkan penjelas&@ahri salah satu sesepuh di Desa Tanjung Karet,
kambing merupakan petunjuk gaib yang ditunjuk sabagyarat untuk
melaksanakan sanksi cuci kampytepung sadeijapabila terjadi perbuatan yang

mengakibatkan hilangnya keseimbangan di dalam siesa.
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Pemotongan kambing merupakan simbol pembunuhaadaphsifat tidak
baik dari para pelaku, daging kambing yang dipottadj tidak diperbolehkan
untuk dimakan oleh para anak-anak, remaja, ataopamg dewasa yang belum
menikah hal ini dipercayai akan mengikuti sifatidudan jahat tersebt? Darah
kambing tersebut dianggap mampu membersihkan d@sgperbuatan maupun
kotoran gaib.

Menurut imam masjid di Desa Tanjung Karet yad#tamidi cuci kampung
(tepung sadeiylengan cara dipercikkan yaitu simbol karena menonagyarakat
adat Desa Tanjung Karet perbuatan asusila terssemipakan satu hal yang
dianggap kotor dan membuat desa menjadi kotor, makgan dipercikkannya air
menggunakan dawergayausedingin) dipercaya dapat membuang sial agar desa
tidak tertimpa kemalangan serta dapat memberikaieniegan batin bagi
masyarakat desa’

Pelaku pelanggaran adaienga’em (Berzina)khususnya pelaku bujang
dan gadis, selain harus melakukan cuci kamptemung sadej)denda sejumlah
uang dan pencambukkan, para pelaku juga wajib ahki&n untuk mencegah hal-
hal buruk yang akan terjadi dikemudian hari.

Bagi orang yang telah berbuienga’em (Berzinajpamun mereka tidak
mau melaksanakan hukuman yang telah dijatuhkante&m desa, maka orang
tersebut akan diberikan hukum adat “kucea” ataudiikan atau dikeluarkan dari

desa. Kalau orang ini juga tidak mau pergi/ke Wi desanya, maka masyarakat

122 \Wawancara dengan Sahri (Sesepuh), di Desa Taffangt Kecamatan Air Besi
Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 28 Januari 2019.

123 Wawancara dengan Hamidi (Imam), di Desa TanjuageKKecamatan Air Besi
Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 27 Januari 2019.
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tidak lagi peduli terhadap orang tersebut hal betéku buruk (musibah) yang
dialami orang tersebut masyarakat tidak boleh metabakecuali kalau ada
anggota keluarganya meninggal dunia, maka masyartekap melaksanakan
wajib kifayah. Hukuman ini akan diumumkan oleh Kepdesa kepada seluruh
warga desa.

Terhadap anggota masyarakat yang memberi bantuaka orang yang
telah memberi bantuan tadi diberikan hukum, jengm dentuk sanksinya

diserahkan kepada halim desa unuk memutuskannya.



BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikasagpembahasan

Bab 11l dan Bab IV, maka dapat diambil suatu kesitap adalah sebagai

berikut:

1. Proses penyelesaian pelanggaran ademga’em (Berzina)menurut
Hukum Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Besi
Kabupaten Bengkulu Utara melalui beberapa tahagatianya:

a. Tahap Pertama, adanya laporan/pengaduan dari pxbRiarga
pelaku kepada kepala desa bahwa telah terjadi ggdaan adat
menga’em (Berzina) .

b. Tahap kedua yaitu persiapan sidang adat yaknindé&ddnap ini
tahap musyawarah adat ini dilaksanakan di kantsa,deada tahap
ini dijelaskan duduk permasalahan oleh ketua gabmigakuan dari
pelaku dan penjatuhan sanksi adat terhadap paekupeerta
penentuan waktu dan tempat dilaksanakannya siciatg a

c. Tahap ketiga pelaksanaaan sidang adat pada tdldifaksanakan
di rumah pelakumenga’em (Berzina)pada tahap ini dimulai dari
adanya kata sambutan dari ketua adat, pembaceasn daci Al-
Quran kemudian mendengarkan ceramah dilanjutkangagen
permintaan maaf secara lisan oleh pelaku serteapgnakkan oleh

ketua adat kepada pelaku.
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d. Tahap keempat penutupan, pada tahap ini adanyaggesn doa
selamatan kemudian dilanjutkan dengan makan berstagang
kambing yang dimasak dalam bentuk gulai kamlgklig). Setelah
selesai makan bersama, ketua adat menutup acaksg@ehan cuci
kampung (tepung sadei) tersebut dengan membaca lafadz
hamdalah.

2. Proses penerapan sanksi adenga’em (Berzina)menurut Hukum
Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan Airi Bebupaten
Bengkulu Utara yaitu:

Hasil sidang musyawarah adat bahwa akan dikenadaksis
adat kepada pelakmenga’em (Berzina)yaitu diberikan sanksi adat
berupa cuci kampungtepung sadei)yaitu pemotongan seekor
kambing, denda sejumlah uang sebesar Rp.240.006&@a
pencambukan kepada para pelaku oleh ketua adatgonesigan lidi
sebanyak 100 buah.

Penerapan sanksi adat berupa cuci kamgiepyng sadeijni
maka telah mengembalikan dan membersihkan desm selajuga
memberikan pelajaran kepada pelaku serta warga dgan tidak
melakukan pelanggaran kesusilaan lagi.

Pelaku pelanggaran adamenga’'em (Berzina) khususnya
pelaku bujang dan gadis, selain harus melakukan kam@pung

(tepung sadej)denda sejumlah uang dan pencambukkan, para pelaku



87

juga wajib dinikahkan untuk mencegah hal-hal bugang akan
terjadi dikemudian hari.

Bagi orang yang telah berbuatenga’em (Berzina)namun
mereka tidak mau melaksanakan hukuman yang tejatuldkan oleh
hakim desa, maka orang tersebut akan diberikanrddat “kucea”
atau dikucilkan atau dikeluarkan dari desa. Kaleang ini juga tidak
mau pergi’ke luar dari desanya, maka masyarakak tiaigi peduli
terhadap orang tersebut hal baik atau buruk (mbkigang dialami
orang tersebut masyarakat tidak boleh membantwakiekalau ada
anggota keluarganya meninggal dunia, maka masyarsiap
melaksanakan wajib kifayah.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dambadasan
tentang Pelaksanaan Sanksi Al&nga’em (Berzina) Menurut Hukum

Adat Rejang di Desa Tanjung Karet Kecamatan AiriB€sbupaten

Bengkulu Utara, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap para penegak hukum adat Desa Tanjung Kecamatan Air
Besi Kabupaten Bengkulu Utara, agar penerapan samiksum
terhadap pelanggaran asusila dilakukan denganshijek dan dapat
memberikan efek jera bagi para pelaku. Serta m&atkgn
memberdayakan hukum adat, sehingga hukum adatT2egang Karet
tetap bertahan dan tidak memudar seiring berjalmwaktu dan

adanya perkembangan zaman.
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2. Terhadap pelaku perzinaan di Desa Tanjung Kareaikatan Air Besi
Kabupaten Bengkulu Utara, agar lebih meningkatkesataran akan
nilai-nilai adat, dan mengetahui akibat besertatamggungjawab

perbuatannya tersebut.
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